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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN
dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, latsar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan
secara profesional dan efisien. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas
layanan publik, latsar mengedepankan pengembangan kompetensi ASN
berdasarkan core values yang telah ditetapkan, yaitu BerAKHLAK, manajemen,
dan smart ASN. Core values ini diharapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab ASN, yang salah satunya tercermin dalam peran unit
kerja Biro Protokol dan Humas. Dalam Biro Protokol dan Humas terdapat 3
subbagian di dalamnya yaitu Subbagian Penyelenggaraan Upacara, Subbagian
Alat Kelengkapan Dewan dan Subbagian Acara Pimpinan.

Subbagian Penyelenggaraan Upacara memiliki peran yang sangat penting
dalam melaksanakan acara kenegaraan dan acara resmi, terutama upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS yang merupakan acara yang
sangat menentukan citra dan kesan profesionalisme institusi negara.
Keberhasilan unit kerja keprotokolan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat
tergantung pada pengelolaan dan pengorganisasian yang baik.

Penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran penting
dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan birokrasi.
Upacara ini tidak hanya sebagai simbol pengangkatan pejabat, tetapi juga sebagai
momen formal yang mencerminkan integritas dan profesionalisme institusi
pemerintah. Dalam hal ini, subbagian upacara memiliki tanggung jawab besar
dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan upacara tersebut. Namun,
meskipun penting, penyelenggaraan upacara pelantikan dan pengambilan
sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI menghadapi beberapa tantangan,
yang berkaitan dengan ketidaklengkapan pedoman dan prosedur yang

terstandarisasi.



Salah satu isu utama yang dihadapi adalah belum adanya panduan yang jelas
mengenai tata cara penyelenggaraan upacara tersebut. Tanpa adanya panduan
yang terperinci, variasi dalam pelaksanaan upacara dapat terjadi, yang berpotensi
mengurangi keseragaman dan kualitas acara tersebut. Panduan yang jelas
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar protokol
yang berlaku. Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam
penyelenggaraan upacara juga menjadi kendala. Beberapa unit kerja yang terlibat
dalam acara ini sering kali kurang terkoordinasi, sehingga menyebabkan
ketidaksesuaian dalamh jadwal, pengadaan perlengkapan, dan administrasi yang
kurang terpadu. Koordinasi yang lebih baik antar unit kerja sangat penting untuk
memastikan upacara berjalan dengan lancar dan efisien.

Selain itu, ketidakteraturan dalam hal tata busana dan atribut yang dikenakan
saat upacara pelantikan juga menjadi isu yang perlu segera ditangani. Saat ini,
belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur secara rinci mengenai tata
busana dan atribut yang harus dikenakan oleh peserta upacara. Padahal,
penggunaan busana yang seragam dan sesuai standar sangat penting untuk
menciptakan kesan profesional dan terorganisir dalam setiap upacara resmi. Oleh
karena itu, penyusunan juknis yang jelas mengenai tata busana dan atribut
pelaksanaan upacara menjadi hal yang sangat penting agar seluruh pihak yang
terlibat dapat mengikuti aturan yang sama dan menciptakan suasana upacara
yang lebih teratur dan formal. Menyelesaikan ketiga isu tersebut belum adanya
panduan penyelenggaraan upacara, kurang optimalnya koordinasi antar unit
kerja, serta belum adanya juknis tata busana dan atribut akan berkontribusi pada
peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR
RI.

Melihat kondisi tersebut, aktualisasi dari pelaksanaan latsar harus diarahkan
pada penyelesaian isu-isu tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan
upacara dapat dilaksanakan dengan lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan citra positif dari institusi
Setjen DPR RI. Penyelesaian terhadap isu-isu ini sejalan dengan upaya untuk
menerapkan core value BerAKHLAK, yaitu memberikan pelayanan yang jujur,

transparan, profesional dan mengelola sumber daya kegiatan secara terstruktur,
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efisien, dan efektif serta smart ASN, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk
mendukung kelancaran tugas ASN di setiap unit kerja. Hal ini juga akan
mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi yang lebih baik, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang bertujuan untuk menciptakan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

. Dasar Hukum
Dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, digunakan beberapa landasan
atau dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan latsar, tugas dan fungsi

Pengelola Keprotokolan, manajemen ASN, dan smart ASN.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2025-2029;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksaan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;

7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 30);

8. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.



11.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil.
12.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
581/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil.
C. Tujuan

Tujuan dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah pemanfaatan buku saku
dalam penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah
PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga dapat mendukung terwujudnya
acara yang lebih terorganisir, efisien, dan berkualitas, serta mencerminkan
profesionalisme Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menjalankan tugas

dan fungsinya.

D. Manfaat
Terdapat beberapa manfaat dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini yang
dapat menjadi panduan analisis Protokol dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Peningkatan efisiensi dan penghematan waktu dengan pemanfaatan teknologi
yang terstruktur, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan mudah;

2. Penyimpanan data yang terorganisir dan mudah diakses sehingga
memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang tepat selama
proses persiapan acara;

3. Meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan hal ini memastikan bahwa
setiap informasi yang disajikan selalu akurat dan konsisten;

4. Integrasi dan Koordinasi yang lebih baik setiap panitia acara yang menghindari
tumpang tindih antara tugas yang satu dengan yang lainnya,;

5. Optimalisasi penggunaan SDM dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi
jika pengelolaan data dilakukan secara manual,;

6. Meningkatkan profesionalisme dan citra instansi yang memanfaatkan teknologi

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



BAB I
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

1.

Sekretariat Jenderal DPR Rl

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang
berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal
DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Pimpinan DPR RI. Maka dari itu Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia mendukung tercapainya visi misi DPR RI.
a. Visi Sekretariat Jenderal DPR Rl

Terwujudnya DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial yang

modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.
b. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

- Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan fungsi dan peran
DPR RI yang efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.

- Mewujudkan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis (dynamic
parliament governance) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI
dalam kerangka reformasi birokrasi.

Biro Protokol

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Biro Protokol dan
Hubungan Masyarakat menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan serta pengelolaan arsip
dan perpustakaan.
a. Visi Biro Protokol

Visi dari Pimpinan Tinggi Pratama Biro Protokol adalah Terwujudnya

penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal secara Profesional



b. Misi Biro Protokol

- Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan, Alat
Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia serta Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian;

- Terselenggaranya dukungan keprotokolan kepada Pimpinan, Alat
Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia serta Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian di bandara;

- Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan
Badan Keahlian;

- Terselenggaranya penyaluran delegasi masyarakat dan

penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan.

B. Struktur Unit Kerja
Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu unit
yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan mempunyai unit bagian
di bawahnya sebanyak 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Protokol, Bagian Humas

dan Pengelolaan Museum, Bagian Perpustakaan, dan Bagian Arsip.

SUBBAGIAN
[ ACARA PIMPINAN DPR RI & ] [ INFORMAS1 PUBLIX & KELOMPOK KELOMPOK

KELOMPOK
SEKRETARIAT JENDERAL KUNJUNGAN MASYARAKAT ‘ JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL ]

EDUKAS! PUBLIK

SUBBAGIAN
PENYELENGGARAAN UPACARA
DPR RI & SEKRETARIAT JENDERAL '(NGROWN MUSEUM

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ACARA ALAT KELENGKAPAN PROMOSI, DISEMINASI&
DEWAN

JABATAN ruucsloNAL

Gambar 2.1 Struktur Unit Kerja

C. Tugas dan Fungsi Jabatan
Biro protokol dan hubungan masyarakat memiliki tugas menyelenggarakan
dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan
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perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR
RI.

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu unit
yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan mempunyai unit bagian
di bawahnya sebanyak 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Protokol, Bagian Humas
dan Pengelolaan Museum, Bagian Perpustakaan, dan Bagian Arsip. Bagian
Protokol mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara
dan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat
Jenderal Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Protokol;

2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan;

3. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal dan
pelaksanaan dukungan keprotokolan di bandara;

4. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam Upacara Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;

6. Pelaksanaan tata usaha Bagian Protokol; dan

7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan

Hubungan Masyarakat.



BAB Il
PENETAPAN ISU PRIORITAS
A. Identifikasi Isu

Unit Protokol di Sekretariat Jenderal DPR Rl memiliki peran strategis dalam
memastikan kelancaran penyelenggaraan berbagai agenda resmi, baik yang
bersifat internal, kenegaraan, maupun hubungan antar lembaga. Dalam era
transformasi digital dan tuntutan reformasi birokrasi saat ini, peningkatan kualitas
manajemen ASN serta penguatan literasi digital menjadi keharusan agar layanan
protokoler tetap profesional, cepat, dan akurat. Namun, dinamika kerja protokoler
yang serba cepat, ditambah dengan jadwal DPR yang sering berubah, menuntut
kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan terbuka akan teknologi. Pada
kenyataannya, masih ditemukan tantangan seperti pemanfaatan teknologi yang
belum optimal, kesenjangan keterampilan digital antar pegawai, sistem
manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi digital, hingga rendahnya
literasi digital.

Identifikasi isu ini penting dilakukan untuk menemukan akar permasalahan
yang menghambat efektivitas kinerja protokoler, sekaligus menjadi dasar
perumusan strategi peningkatan kapasitas ASN dan penguatan literasi digital.
Dengan demikian, unit Protokol Setjen DPR RI dapat beradaptasi terhadap
perkembangan teknologi, menjamin keamanan informasi, dan memberikan
pelayanan yang sesuai dengan standar protokoler modern. Dengan kondisi yang

telah ada maka isu yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :



1. Tabel Rumusan Isu

Keterkaitan

dengan
. . Kedudukan
Kondisi Dampak . .
. . . Kondisi dan Peran
Rumusan saat ini apabila isu
. yang ASN
Isu (data dan tidak .
fakta) diselesaikan diharapkan | mendukun
g SMART
Governanc
e
Panduan yang
Tersedianya jelas akan
anduan van mendukung
Tidak ada p yang terciptanya
jelas dan
pedoman . tata kelola
Mengurangi terstruktur yang .
Belum atau standar - yang baik,
kredibilitas dan mengacu pada
terdapatnya prosedur . . . transparan,
. profesionalisme regulasi dan .
panduan yang jelas dan sesuai
dalam standar yang
penyelenggaraa | untuk dengan
penyelenggaraan | berlaku dalam LS
n upacara pelaksanaan . prinsip-prinsip
. upacara, potensi | pelaksanaan
pelantikan upacara . . SMART
. . ketidaksesuaian | upacara
pejabat dan pelantikan . Governance
. pelaksanaan pelantikan dan
pengambilan dan meningkatkan engambilan yang
sumpah PNS di | pengambilan . g peng melibatkan
. risiko kesalahan sumpah PNS
Sekretariat sumpah PNS, perencanaan
prosedural, serta | untuk
Jenderal DPR menyebabkan mengaanaau memperkuat yang matang,
RI ketidakpastia . gg .gg. . p efektivitas
citra institusi. prinsip
n dalam dalam proses,
keterbukaan
pelaksanaan. dan dan

akuntabilitas.

akuntabilitas
dalam setiap
tindakan.

Kurang
optimalnya
koordinasi
dengan unit
kerja lain dalam
penyelenggaraa
n upacara
pelantikan
pejabat dan
pengambilan
sumpah ASN di
Sekretariat
Jenderal DPR
RI

Koordinasi
antar unit
kerja terkait
pelaksanaan
upacara
pelantikan
dan sumpah
ASN masih
kurang efektif,
sering terjadi
kesalahan
dalam
pembagian
tugas dan
waktu
dikarenakan
pemberitahua
n kegiatan

Terjadi
keterlambatan,
pembagian tugas
yang kurang

jelas, serta

ketidaksesuaian
dalam
pelaksanaan
upacara yang
merugikan citra
institusi

Terjalinnya
koordinasi yang
lebih efektif
antara unit kerja
terkait,
pembagian
tugas yang jelas
dan terjadwal,
serta
pelaksanaan
upacara yang
lebih terorganisir
dan tepat waktu

Meningkatkan
kerja sama
lintas unit
untuk
mewujudkan
tata kelola
yang lebih
efektif,
mendukung
prinsip
kolaborasi
dalam ASN
smart
governance




yang
mendadak
Mendukung
Tersusunnya :
Belum adanya Lo terciptanya
- juknis tata
juknis tata , prosedur
Tidak ada busana dan
busana dan . . standar yang
. pedoman ketidakseragama | atribut yang .
atribut ) jelas untuk
atau standar n dalam jelas, seragam,
pelaksanaan . ; semua
terkait tata pelaksanaan dan sesuai
upacara pelaksanaan
. busana dan upacara, dapat dengan
3. pelantikan . upacara,
. atribut yang menurunkan penyelenggaraa .
pejabat dan . . . menciptakan
. digunakan profesionalisme n upacara L
pengambilan . efisiensi dan
. | saatupacara | dan kesan formal | pelantikan yang .
sumpah PNS di . kerapian
. pelantikan acara dapat
Sekretariat PNS meninakatkan dalam
Jenderal DPR 9 melaksanakan
kesan .
RI rofesional tugas sebagai
P ASN

Tabel 3.1 Rumusan Isu

2. Deskripsilsu

a.

Isu Ke-1 : : Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat
Jenderal DPR RI

Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Setjen DPR Rl menjadi masalah
yang semakin mendesak untuk segera ditangani. Hal ini menyebabkan
ketidakpastian prosedural, potensi penyalahgunaan wewenang, dan
kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena
itu, sangat penting untuk segera menyusun panduan resmi yang mengatur
tata cara upacara tersebut, mencakup urutan acara, prosedur pengambilan
sumpah, serta dokumentasi yang jelas, guna memastikan pelaksanaan

yang transparan dan akuntabel.

=]
15

) DPRRI&
Mas Tian, Mbak, Ni'matul

in menyampaikan juga untuk aktualisasinya mengikuti ini ya 1. Isu utama maupun... v

Data Sub Bagian Upacara (CASN Protokol)

Q<

Gambar 3.1 Bukti dukung pada isu pertama
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b.

1. Kondisi masalah saat ini
Tidak ada dokumen atau panduan yang mengatur tata cara pelaksanaan
upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat
Jenderal DPR RI. Seluruh prosedur pelaksanaan upacara disesuaikan
dengan kebutuhan saat itu dan dilakukan sesuai SOP yang berlaku.
Pengaturan acara lebih bersifat ad-hoc, berdasarkan keputusan internal
tanpa pedoman tetap.

2. Dampak isu jika tidak diselesaikan
Tanpa panduan yang jelas, ada potensi penyimpangan dalam
pelaksanaan upacara yang bisa bervariasi di tiap kesempatan. Hal ini
dapat menyebabkan perencanaan upacara akan lebih lama, melibatkan
koordinasi yang kurang optimal antar unit kerja lain. Sehingga dapat
mengurangi kredibilitas institusi dan menurunkan kualitas dan
profesionalisme.

3. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung
SMART Governance
Dalam mendukung Profesionalisme ASN, panduan yang terperinci akan
meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas ASN, serta memfasilitasi
penciptaan pemerintahan yang baik melalui prosedur yang efisien dan
transparan. Meningkatkan tata kelola yang baik (Good Governance):
ASN vyang menjalankan prosedur yang baku berperan dalam
memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap

pemerintahan.

Isu Ke-2 : Kurang optimalnya koordinasi dengan unit kerja lain dalam
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan
sumpah ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI

Kurang optimalnya koordinasi dengan unit kerja lain dalam
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah
ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI mencerminkan tantangan dalam
sinergi antar bagian yang terlibat. Ketidakselarasan antara unit kerja
menyebabkan hambatan dalam persiapan dan pelaksanaan acara, seperti
ketidaksesuaian waktu, peralatan, dan tata cara pelaksanaan. Kurangnya

komunikasi yang terstruktur mempengaruhi kelancaran acara, yang
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seharusnya mencerminkan profesionalisme dan ketepatan waktu dalam

setiap aspek penyelenggaraan. Untuk itu, perbaikan dalam koordinasi antar

unit kerja menjadi hal yang krusial demi tercapainya tujuan acara yang

sukses dan terorganisir dengan baik. Kondisi masalah saat ini.

1.

3.

{2 :&i:;\ Mentoring Aktualisasi Lat... x %
-

Mas Fakhri, Ni'matul, Rara, Viona, ~

kalo aku ambil judul

1. Belum adanya juknis tata busana dan
atribut pelaksanaan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS
di Sekretariat Jenderal DPR RI gimana
mas?

. kurang optimal koordinasi dgn unit
kerja lain dalam penyelenggaraan
upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah ASN

Apakah dua isu diatas ada bukti
pendukung terdahulunyaa mas?

Mas Fakhri Uzair Protokol

You
kalo aku ambil judul

1. Belum adanya juknis tata busana dan atribut
pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pe...

Belum ada memang karena sangat teknis
dan biasanya pemberitahuan kegiatan
mendadak H-1 dan sering kali sidah diluar
jam kerja 3.31PM

Gambar 3.2 Bukti dukung pada isu kedua

Kondisi Masalah Pada Saat ini

Koordinasi antar unit kerja terkait pelaksanaan upacara pelantikan dan
sumpah ASN masih kurang efektif, sering terjadi kesalahan dalam
pembagian tugas dan waktu dikarenakan pemberitahuan kegiatan yang

mendadak dan sering kali sudah di luar jam kerja.

. Dampak isu jika tidak diselesaikan

Terjadi keterlambatan, pembagian tugas yang kurang jelas, serta
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan upacara dan ada elemen yang
terlewatkan dalam upacara sehingga merugikan citra institusi.
Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung
SMART Governance

Meningkatkan kerja sama lintas unit untuk mewujudkan tata kelola yang
lebih efektif dan terstruktur, kolaborasi yang mendukung prinsip

transparansi dan akuntabilitas ASN yang berbasis smart governance.
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C.

Isu Ke 3 : Belum adanya juknis tata busana dan atribut pelaksanaan
upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR RI

Belum adanya petunjuk teknis (juknis) mengenai tata busana dan atribut
pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR RI mengakibatkan ketidakteraturan dalam
penampilan peserta upacara, baik pejabat yang dilantik maupun ASN yang
hadir. Tanpa adanya juknis yang jelas, setiap unit atau individu dapat
memiliki interpretasi berbeda terkait standar pakaian resmi yang harus
dikenakan, yang berpotensi menurunkan profesionalisme acara. Hal ini juga
dapat menyebabkan kebingungannya peserta, terutama terkait
penggunaan atribut seperti tanda pangkat, pin, atau simbol lain yang
mencerminkan jabatan atau status ASN. Oleh karena itu, diperlukan
penyusunan juknis yang mengatur secara rinci tata busana dan atribut yang
sesuai, guna memastikan keseragaman dan kualitas upacara yang lebih

terstruktur dan profesional.

Mentoring Aktualisasi Lat... x %

&
< 2 &} Mas Fakhri, Ni'matul, Rara, Viona, ~
-

kalo aku ambil judul

1. Belum adanya juknis tata busana dan
atribut pelaksanaan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS
di Sekretariat Jenderal DPR RI gimana
mas?

. kurang optimal koordinasi dgn unit
kerja lain dalam penyelenggaraan
upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah ASN

Apakah dua isu diatas ada bukti
pendukung terdahulunyaa mas?

Mas Fakhri Uzair Protokol

You
kalo aku ambil judul

1. Belum adanya juknis tata busana dan atribut
pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pe...

Belum ada memang karena sangat teknis

dan biasanya pemberitahuan kegiatan

mendadak H-1 dan sering kali sidah diluar
MU jam kerja 3.31PM

Gambar 3.3 Bukti dukung pada isu ketiga

1. Kondisi Masalah pada saat ini
Tidak ada pedoman atau standar terkait tata busana dan atribut yang

digunakan saat upacara pelantikan PNS.
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2. Dampak isu jika tidak diselesaikan
Ketidakseragaman dalam pelaksanaan upacara, dapat menurunkan
profesionalisme dan kesan formal pada upacara pelantikan dan
pengambilan sumpah PNS yang berpotensi merusak citra
profesionalisme institusi.

3. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung
SMART Governance
Tanpa adanya juknis yang jelas terkait tata busana dan atribut, tidak
hanya merusak keseragaman dalam upacara, tetapi juga menghambat
penerapan transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas
ASN. Dengan adanya juknis yang jelas, ASN akan lebih mudah
memahami peran dan tanggung jawab mereka, memastikan acara
berjalan dengan efisien dan terstruktur. Hal ini juga mendukung
akuntabilitas, karena setiap ASN yang terlibat dalam upacara dapat
dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta
meningkatkan  kepercayaan publik terhadap integritas dan

profesionalisme pemerintahan.

B. Penetapan Isu Prioritas
1. Teknik Tapisan Isu
Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan dengan menggunakan
metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Metode USG merupakan
salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik
scoring 1-5 dan dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode
USG. Gagasan Kreatif Sebagai Solusi Isu yang Dipilih Serta Kegiatan

Terhadap Gagasan Tersebut.

SKOR | KATEGORI INDIKATOR
5 Sangat mendesak | Harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan
4 Mendesak Harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan
URGENCY 3 Cukup mendesak | Harus diselesaikan dalam waktu 9 bulan
2 Kurang mendesak | Harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan
1 Tidak Mendesak Harus diselesaikan dalam waktu 15 bulan
5 Sangat mendesak | Dampak isu akan berpengaruh terhadap
Sekretariat Jenderal DPR Rla
ERI NE
SERIOUSNESS 4 Mendesak Dampak isu akan berpengaruh pada Biro
Protokol dan Humas
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3 Cukup mendesak | Dampak isu akan berpengaruh pada
semua subbagian penyelenggaraan

upacara

2 Kurang mendesak | Dampak isu akan berpengaruh pada
pengelola keprotokolan

1 Tidak Mendesak Dampak isu akan erpengaruh pada

individu pengelola keprotokolan

Sangat mendesak | Memburuk pada kurun waktu 1 Bulan
Mendesak Memburuk pada kurun waktu 3 Bulan
Cukup mendesak | Memburuk pada kurun waktu 6 Bulan
Kurang mendesak | Memburuk pada kurun waktu 1 Tahun
Tidak Mendesak Memburuk pada kurun waktu >1 Tulan

GROWTH

= IN| WA~ lO

2.

Tabel 3.2 Keterangan Indikator Nilai USG

Pemilihan Isu Prioritas

No

NILAI
ISU JUMLAH | PRIORITAS

Belum terdapatnya panduan
penyelenggaraan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR RI

Kurang optimalnya koordinasi dengan unit
kerja lain dalam penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan 3143 10 3
sumpah ASN di Sekretariat Jenderal DPR
RI

Belum adanya juknis tata busana dan
atribut pelaksanaan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR Rl

Tabel 3.3 Pemilihan isu prioritas menggunakan metode USG

Berdasarkan metode tapisan isu menggunakan metode USG maka diperoleh
isu prioritas yaitu “Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR
RI” mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 14. Adapun pembahasan terkait
pendekatan USG dengan isu yang dipilih adalah sebagai berikut :
a. Urgency
Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas bila
dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu

tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut.
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Karena Isu Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal
DPR RI, maka isu ini menjadi isu yang mendesak untuk bahas. Karena
bersentuhan langsung dengan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal
DPR Rl yang merupakan salah satu Lembaga tertinggi negara yang
memegang wewenang legislatif. Oleh karena itu, pengoptimalan dalam hal
panduan acara tersebut diupayakan secepat mungkin demi terciptanya

pelayanan yang prima.

. Seriousness

Seriousness adalah seberapa isu tersebut perlu dibahas bila dikaitkan
dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang
menimbulkan isu terebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah
lain kalau masalah penyebab isu tidak diperhatikan. Kaitannya dengan
keprotokolan di lingkungan DPR RI, dalam hal seriousness menjadi sangat
tinggi karena agenda ini berhubungan langsung dengan pejabat tinggi di
DPR RI. Oleh karena itu, belum terdapatnya panduan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI
menjadi isu yang serius. Dengan pelayanan yang baik, wajah dari birokrasi

khususnya Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi semakin baik pula.

. Growth

Growth adalah seberapa mungkinnya isu tersebut menjadi berkembang
bila dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin
memburuk bila dibiarkan. Dalam hal penyelenggaraan upacara, dengan
pelayanan yang baik diharapkan hal tersebut dapat membuat citra positif
bagi pihak-pihak yang berkaitan. Apabila hal pelayanan tidak diperbarui
dan tidak berkembang, maka permasalahan tersebut dapat menjalar ke
ranah citra DPR RI yang tidak kompeten dalam menjalankan keprotokolan
sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dan setelah melakukan konsultasi dengan

mentor terkait pemilihan isu prioritas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu

permasalahan yang menjadi rumusan isu dan harus segera ditindaklanjuti

berdasarkan tingkat urgensi isu, keseriusan isu, dan kemungkinan isu tersebut

untuk terus berkembang seiring berjalannya waktu pada kinerja di unit kerja
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Keprotokolan DPR RI adalah “Belum terdapatnya panduan
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah
PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI”

C. Analisis Isu
Analisis isu diperlukan untuk mengetahui akar penyebab dari permasalahan
tersebut lebih mendalam, diperlukan suatu metode analisis yang mampu
memetakan faktor-faktor penyebab secara sistematis. Salah satu metode yang
umum digunakan dalam menganalisis akar masalah adalah diagram fishbone
(diagram tulang ikan). Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan dibahas
teknik analisis isu menggunakan diagram fishbone guna mengidentifikasi

penyebab utama dan merumuskan langkah langka solutif yang tepat.

MANUSIA PROSES PERALATAN

_— , Y - TERDAPATNYA
kurangnyatimkhusus  lambatnya pengambilan ‘Kurangnya Atribut ' PANDUAN
- \ eant PENYELENGGARAAN

R == UPACARA ==

Tempatyang Tidak j PELANTIKAN

Memadai PEJABAT DAN

PENGAMBILAN
SUMPAH PNS DI

= SEKRETARIAT
JENDERAL DPR RI

LINGKUNGAN

Gambar 3.4 Diagram Fishbone

Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat
dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI disebabkan oleh
berbagai faktor yang saling terkait. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan
langkah-langkah strategis seperti penyusunan panduan berupa buku saku,
peningkatan koordinasi antar unit kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan

evaluasi berkala terhadap pelaksanaan upacara. Dengan demikian, diharapkan
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pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

. Gagasan Pemecahan Isu

Dalam mengatasi permasalahan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis mempunyai gagasan pemecahan isu yaitu
buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan
sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR Rl yang akan dicoba untuk
diaktualisasikan dalam habituasi berisi terkait dengan pedoman yang dapat
digunakan dalam pelaksanaan acara-acara yang membutuhkan keprotokolan.
Pada buku saku tersebut penulis akan mencoba untuk menyusun panduan
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga nantinya dapat memudahkan untuk staf
protokol dalam menjalankan tugasnya, khususnya bagi staf baru yang agar cepat
memahami tugas-tugas dari keprotokolan. Serta dapat membantu unit kerja lain
dalam menyelenggarakan acara atau upacara yang membutuhkan keprotokolan

di dalamnya.
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A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja

Biro Protokol dan Humas

Identifikasi Isu a.

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

b.

C.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kurang optimalnya koordinasi dengan unit kerja lain dalam penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Belum adanya juknis tata busana dan atribut pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI

MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan

Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah PNS di

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan Agenda Il

Keterkaitan
substansi Mata

Kontribusi Terhadap

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output | Hasil Nilai-Nilai Dasar ASN Pelatihan Agenda lll VisiIMisilTu.sith.Jjuan
BerAKHLAK Manajemen ASN dan Organisasi
Smart ASN
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Perencanaan ¢ Mengidentifikasi Berorientasi pelayanan; e Smart ASN; Perencanaan buku saku
penyusunan panduan kebutuhan untuk Rencana kegiatan Buku saku ini harus dirancang Perencanaan ini memastikan upacara

buku saku
penyelenggaraan
upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan
sumpah PNS

penyelenggaraan
upacara.

¢ Mencari referensi
mengenai kebutuhan
dan persiapan

lengkap dengan
jadwal, dan
kebutuhan teknis
yang detail.

dengan memperhatikan
kebutuhan dan kenyamanan
semua pihak yang terlibat
dalam upacara, baik itu
pejabat yang dilantik, peserta

penyusunan panduan
buku saku upacara
pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah
PNS merupakan langkah

pelantikan dan
pengambilan sumpah
pejabat dilakukan secara
tertib, transparan, dan
sesuai dengan prosedur

19




penyelenggaraan
upacara.

Melakukan diskusi
singkat dengan tim
protokol terkait
kebutuhan persiapan
upacara.

upacara, maupun masyarakat
yang menjadi saksi.
Menyusun panduan yang jelas
dan mudah diikuti merupakan
bentuk pelayanan publik yang
baik, yang memastikan
pelaksanaan upacara berjalan
lancar dan sesuai harapan.
Akuntabel; perencanaan
penyusunan panduan buku
saku, integritas sangat penting
untuk memastikan bahwa
setiap tahapan dalam upacara
pelantikan dan pengambilan
sumpah dilaksanakan dengan
jujur, transparan, dan sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Panduan ini juga harus
memastikan bahwa tidak ada
penyalahgunaan kekuasaan
atau prosedur yang
bertentangan dengan prinsip-
prinsip integritas ASN.
Kolaboratif; pada tahapan
perencanaan ini dilakukan
dengan diskusi dan
mendapatkan arahan dari
kasubbag, mentor serta senior
yang bertugas pada saat
penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat.

awal dalam memastikan
setiap prosedur acara
dilaksanakan dengan
efisien, transparan, dan
profesional. Dengan
adanya panduan yang
terstruktur, ASN dapat
memahami dengan jelas
peran dan tanggung
jawabnya dalam setiap
tahapan upacara,
mendukung pencapaian
tujuan dari Smart ASN.
Manajemen ASN; Buku
saku ini juga
berkontribusi dalam
pengelolaan sumber
daya ASN secara lebih
efektif, dengan
meminimalisir kekeliruan
dan memastikan acara
berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

yang jelas. Ini mendukung
visi Sekretariat Jenderal
DPR RI untuk
menjalankan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan akuntabel.
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Penyusunan panduan
berupa buku saku
penyelenggaraan
upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan
sumpah PNS

Penyusunan dan
penetapan petunjuk
teknis upacara.
Perampungan petunjuk
teknis upacara dan
pembuatan fisik buku
saku.

Pengesahan dan
distribusi panduan
kepada unit terkait.

Panduan atau
prosedur tetap
mengenai tata cara,
urutan, dan atribut
dalam pelantikan
pejabat serta
pengambilan
sumpah PNS.

¢ Akuntabel; Setiap tahapan
upacara yang tertulis dalam
panduan harus dilakukan
dengan kejujuran dan tidak
ada penyimpangan dari
prosedur yang sudah
ditetapkan.

¢ Kompeten; Dengan adanya
panduan yang jelas,
penyelenggaraan upacara
dapat dilakukan dengan lebih
profesional. Setiap petugas
yang terlibat akan mengetahui
tugas dan tanggung jawab
mereka dengan lebih baik,
serta menjaga citra
profesionalisme ASN di mata
masyarakat.

¢ Kolaboratif; Saling
berkolaborasi dengan senior,
mentor dan kasubbag terkait
penyusunan buku saku agar
tersusun secara sistematis
sehingga minimnya
kekurangan dalam
pelaksanaan upacara.

¢ Inovasi dan digitalisasi;
Dalam kerangka Smart
ASN, penggunaan buku
saku yang mungkin juga
berbasis digital atau
terintegrasi dengan
sistem informasi
manajemen ASN
(SIMASN) dapat lebih
mempermudah akses
data, memonitor
pelaksanaan upacara
secara real-time, serta
minimalisir penggunaan
kertas. Ini mendukung
visi Smart ASN yang
berbasis teknologi,
transparansi, dan inovasi
dalam pelayanan.

e Pelayanan publik yang
profesional; Buku saku
sebagai bagian dari
manajemen ASN
menunjukkan bahwa
pemerintah berupaya
memberikan pelayanan
publik yang lebih baik.
Penyusunan panduan ini
juga merupakan langkah
konkret dalam
menciptakan ASN yang
memiliki kemampuan
administrasi dan protokol

Memastikan tercapainya
tujuan organisasi dalam
hal menciptakan ASN
yang profesional dan
dapat diandalkan, dengan
meminimalkan
ketidaksesuaian dalam
penyelenggaraan
upacara.
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yang profesional, sebuah
aspek penting dalam
konsep Smart ASN.

Pelaksanaan sosialisasi
buku saku
penyelenggaraan
upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan
sumpah PNS

Menyusun materi
sosialisasi kepada
seluruh pihak yang
terlibat dalam
pelaksanaan upacara.
Sosialisasi buku saku
kepada pihak terkait
(protokol)
Pelaksanaan pelatihan
dengan cara simulasi
acara pelantikan.

Penyuluhan kepada
seluruh pihak yang
terlibat, mulai dari
pengurus upacara
hingga peserta.
Mengurangi
kebingungannya dan
meningkatkan
kepatuhan pada
prosedur yang ada.

e Akuntabel;. Sosialisasi ini

memastikan bahwa semua
pihak yang terlibat memahami
dan mengikuti prosedur yang
berlaku, mengurangi potensi
kesalahan, dan meningkatkan
efisiensi dalam proses
pelantikan dan pengambilan
sumpah.

Kompeten; Hal ini
mendukung terciptanya
penyelenggaraan upacara
yang terorganisir dengan baik,
sesuai dengan prosedur yang
berlaku, dan menampilkan
sikap profesional dalam setiap
tahap pelaksanaan, dari
persiapan hingga
pelaksanaan upacara.
Kolaboratif; pada saat
melaksanakan sosialisasi dan
simulasi berkolaborasi dengan
rekan protokol sebagai
stakeholder.

Peningkatan kualitas
manajemen ASN;
Sosialisasi buku saku
memberikan pedoman
yang jelas dan terstruktur
tentang bagaimana
penyelenggaraan
upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan
sumpah PNS seharusnya
dilakukan. Dengan
adanya standar
operasional prosedur
(SOP) yang lebih jelas,
manajemen ASN dapat
lebih efektif dalam
mengatur dan
melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan
PNS, termasuk dalam
pengelolaan sumber
daya manusia yang ada.
Peningkatan smart
governance;
mengutamakan
penggunaan teknologi
untuk mempermudah
proses administrasi dan
komunikasi. Misalnya,
digitalisasi buku saku

Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan acara di
Sekretariat Jenderal DPR
Rl dengan prosedur yang
jelas dan terstandarisasi.
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yang bisa diakses melalui
aplikasi mobile atau
portal pemerintah untuk
mengakses informasi ini
dengan lebih mudah,
meningkatkan
keterlibatan dan
pemahaman terhadap
prosedur yang harus
dilaksanakan.

Evaluasi dan peningkatan
buku saku
penyelenggaraan
upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan
sumpah PNS

Membuat daftar
pertanyaan terkait
penggunaan buku saku
Menyebarkan kuisioner
menggunakan google
form kepada protokol
yang mengikuti
sosialisasi

Mengolah dan
menganalisis data hasil
google form

Melakukan tindak lanjut
hasil dari analisis data
Mengunggah buku saku
digital ke cloud untuk
mempermudah akses
penggunaan buku saku

Panduan yang terus
diperbarui dan
disesuaikan dengan
kebutuhan serta
peraturan terbaru.

o Berorientasi pelayanan;

Buku saku yang jelas dan
terstruktur akan mendukung
penyelenggara untuk
memberikan pelayanan yang
maksimal dalam menjalankan
tugas-tugas mereka dengan
penuh tanggung jawab.
Akuntabel; Evaluasi dan
peningkatan buku saku akan
membantu memastikan
bahwa seluruh proses diatur
dengan jelas, sesuai dengan
prinsip etika dan integritas
yang harus dijaga oleh PNS.
Kompeten; Buku saku yang
diperbarui dan dievaluasi
secara berkala memberikan
panduan yang lebih baik bagi
penyelenggara upacara untuk
menjalankan tugas mereka
secara profesional. Dengan
cara ini, evaluasi dan

Peningkatan efisiensi
dan standarisasi
proses; Dalam konteks
manajemen ASN, ini
mendukung tujuan untuk
menciptakan sistem
administrasi yang
terstruktur, sehingga
mengurangi kesalahan
administratif dan
mempercepat
pelaksanaan proses
pemerintahan.
Peningkatan buku saku
ini juga sejalan dengan
tujuan Smart ASN, yaitu
menciptakan ASN yang
profesional, terampil, dan
dapat memberikan
pelayanan publik yang
lebih baik melalui sistem
yang terorganisir.

Menjamin upacara
pelantikan tetap relevan
dan efisien, selaras
dengan visi organisasi
yang berbasis pada tata
kelola yang baik dan
akuntabel.
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perbaikan buku saku
menciptakan sistem yang
lebih efisien dan profesional
dalam menyelenggarakan
upacara penting tersebut.
Kolaboratif; kuisioner yang
diberikan kepada responden
dan mendapatkan feedback
dari responden terkait.

¢ Kolaborasi antar unit
kerja; Dalam manajemen
ASN, keterpaduan antar
unit kerja sangat penting
agar proses berlangsung
lancar dan tidak ada
kesalahan dalam
pengelolaan data dan
administrasi. Smart ASN
menekankan pada
penggunaan teknologi
dan sistem informasi
untuk memfasilitasi
koordinasi antar unit
kerja, yang dalam hal ini,
buku saku yang
diperbarui dapat
terintegrasi dengan
sistem digital untuk
memudahkan
pemantauan dan
pelaporan.

Tabel 4.1 matriks rancangan aktualisasi
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B. Jadwal Rencana Kegiatan

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

N Kegiatan/Tahapan Agustus September Oktober
0.
Kegiatan nmjimpvirpmnimiv injm|iv

Perencanaan penyusunan

panduan buku saku

1. | penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS.

a. Mengidentifikasi
kebutuhan untuk
penyelenggaraan upacara.

b. Mencari referensi
mengenai kebutuhan dan
persiapan
penyelenggaraan upacara.

c. Melakukan diskusi singkat
dengan tim protokol terkait
kebutuhan persiapan
upacara.

Penyusunan panduan berupa

buku saku penyelenggaraan

upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS

a. Penyusunan dan
penetapan petunjuk teknis

2. upacara.

b. Perampungan petunjuk
teknis upacara dan
pembuatan fisik buku saku

c. Pengesahan dan distribusi
panduan kepada unit
terkait.

Pelaksanaan sosialisasi buku

saku penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS

a. Menyusun materi
sosialisasi kepada seluruh

3 pihak yang terlibat dalam
' pelaksanaan upacara.

b. Sosialisasi buku saku
kepada pihak terkait
(protokol)

c. Pelaksanaan pelatihan
dengan cara simulasi
upacara pelantikan.
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Evaluasi dan peningkatan buku
saku penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS

a. Membuat daftar
pertanyaan terkait
penggunaan buku saku

b. Menyebarkan kuisioner
menggunakan google form
kepada protokol yang
mengikuti sosialisasi

c. Mengolah dan
menganalisis data hasil
google form

d. Melakukan tindak lanjut
hasil dari analisis data

e. Mengunggah buku saku
digital ke cloud untuk
mempermudah akses
penggunaan buku saku

Tabel 4.2 matriks jadwal rancangan kegiatan aktualisai
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BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI
A. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan  aktualisasi yang berjudul “Buku  Saku
Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah di
Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan selama masa habituasi kurang lebih
satu bulan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun pada matriks
rancangan aktualisasi. Berdasarkan masukan dari penguji pada saat seminar
rancangan aktualisasi untuk pelaksanaan dimulai pada minggu pertama bulan
September, pada kegiatan ke-2 di tambahkan tahapan kegiatan berupa
pengeditan dan perampungan buku saku dan menambahkan nilai-nilai dasar ASN
Ber-akhlak.

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi dilaksanakan untuk memenuhi tugas dalam Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan Il, Sekretariat Jenderal DPR
RI tahun 2025, selama masa habituasi atau off campus dimulai pada 28 Agustus
2025 hingga 10 September 2025. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk
mengimplementasikan solusi terhadap isu yang diangkat dalam rancangan
aktualisasi. Fokus utama dari aktualisasi ini adalah “Buku Saku Penyelenggaraan
Upacara Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah PNS di Sekretariat
Jenderal DPR RI”. Pembuatan buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI disusun
dalam beberapa tahapan kegiatan supaya memudahkan dalam pembuatan buku

saku sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1 (Perencanaan penyusunan panduan
buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS)

1.1 Tahapan Kegiatan
a. Mengidentifikasi kebutuhan untuk penyelenggaraan upacara.
Tahapan kegiatan ini diawali dengan diskusi singkat bersama mentor
pada minggu pertama September 2025 dengan menyusun pemetaan

kebutuhan utama yang harus dipenuhi, seperti perlengkapan upacara
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(bendera, sound system, layout tata tempat, mic, dll), susunan acara,
serta peran masing-masing petugas. Identifikasi ini penting untuk
memastikan bahwa seluruh komponen acara dapat berjalan sesuai tata

aturan dan protokol resmi.

/I \‘

Gambar 5.1 Mengidentifikasi kebutUhan penyelenggaraan upacara

. Mencari referensi mengenai kebutuhan dan persiapan
penyelenggaraan upacara.

Tahap ini dilakukan pada minggu pertama September 2025 dengan
cara penelusuran terhadap dokumen atau sumber-sumber resmi,
seperti UU Keprotokolan, SOP dari Peraturan Sekretariat Jenderal DPR
RI' maupun referensi lain mengenai penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS. Tujuannya adalah
agar rancangan buku saku memiliki dasar hukum dan standar

operasional yang jelas.

Gambar 5.2 Mencari referensi mengenai kebutuhan
dan persiapan penyelenggaraan upacara
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c. Melakukan diskusi singkat dengan tim protokol terkait kebutuhan
persiapan upacara.
Diskusi ini dilaksanakan pada minggu pertama September 2025 untuk
menyamakan persepsi dan membangun koordinasi dengan kasubbag
upacara, tim protokol serta mentor. Hal ini berguna agar tersusun
secara sistematis sesuai dengan standar operasional yang jelas. Hasil
diskusi berupa masukan teknis serta mekanisme pelaksanaan di

lapangan yang nantinya akan dituangkan ke dalam panduan buku saku.

Gabar 5.3 Melakukan diskusi singkat dengan tim protokol

1.2 Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
a. Berorientasi pelayanan; Buku saku ini harus dirancang dengan
memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat
dalam upacara, baik itu pejabat yang dilantik, peserta upacara, maupun
masyarakat yang menjadi saksi. Menyusun panduan yang jelas dan
mudah diikuti merupakan bentuk pelayanan publik yang baik, yang
memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar dan sesuai harapan.
b. Akuntabel; perencanaan penyusunan panduan buku saku, integritas
sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam
upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan dengan
jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panduan ini
juga harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan

atau prosedur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas ASN.
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c. Kolaboratif; pada tahapan perencanaan ini dilakukan dengan diskusi
dan mendapatkan arahan dari kasubbag, mentor serta senior yang

bertugas pada saat penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat.

1.3 Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN

- Smart ASN; Perencanaan penyusunan panduan buku saku upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS merupakan langkah
awal dalam memastikan setiap prosedur acara dilaksanakan dengan
efisien, transparan, dan profesional. Dengan adanya panduan yang
terstruktur, ASN dapat memahami dengan jelas peran dan tanggung
jawabnya dalam setiap tahapan upacara, mendukung pencapaian
tujuan dari Smart ASN.

- Manajemen ASN; Buku saku ini juga berkontribusi dalam pengelolaan
sumber daya ASN secara lebih efektif, dengan meminimalisir kekeliruan

dan memastikan acara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
Memastikan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat
dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang
jelas. Ini mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR Rl untuk menjalankan

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 (Penyusunan panduan berupa buku
saku penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan
sumpah PNS)
2.1 Tahapan Kegiatan
a. Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis upacara.
Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ke dua September
2025. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan referensi yang telah
didiskusikan, disusunlah petunjuk teknis yang berisi langkah-langkah
detail penyelenggaraan upacara. Petunjuk teknis ini mencakup
susunan acara, perlengkapan yang dibutuhkan, tanggung jawab
masing-masing petugas, serta lampiran draft script MC, naskah
sumpah jabatan, serta naskah berita acara.

30



b. Perampungan petunjuk teknis upacara dan pembuatan fisik buku
saku.
Setelah petunjuk teknis didiskusikan, langkah berikutnya adalah
menyusunnya dalam format buku saku yang ringkas, praktis, dan
mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. Perampungan petunjuk
teknis ataupun buku saku ini dilakukan selama minggu ke-2 dan ke-3
Bulan September 2025. Buku saku ini kemudian dicetak dan
didistribusikan kepada tim protokol yang bertugas agar dapat dijadikan

panduan saat kegiatan berlangsung.

sceomomSos5IETOS AW eSO

Gambar 5.5 Pembuatan dan perampungan buku sau
c. Pengesahan dan distribusi panduan kepada unit terkait.
Sebelum digunakan secara resmi, buku saku diberikan kepada mentor
serta kasubbag upacara untuk diberikan masukan apakah sudah bisa
digunakan dan didistribusikan kepada tim protokol. Ketika sudah
disahkan oleh kasubbag upacara maka dilakukan pendistribusian buku
saku kepada tim protokol dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan

upacara pelantikan pejabat.
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Gambar 5.6 distribus)' buku saku

2.2 Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

a. Akuntabel; Setiap tahapan upacara yang tertulis dalam panduan harus

dilakukan dengan kejujuran dan tidak ada penyimpangan dari prosedur
yang sudah ditetapkan.

Kompeten; Dengan adanya panduan yang jelas, penyelenggaraan
upacara dapat dilakukan dengan lebih profesional. Setiap petugas yang
terlibat akan mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka dengan
lebih baik, serta menjaga citra profesionalisme ASN di mata
masyarakat.

Kolaboratif; Saling berkolaborasi dengan senior, mentor dan kasubbag
terkait penyusunan buku saku agar tersusun secara sistematis

sehingga minimnya kekurangan dalam pelaksanaan upacara.

2.3 Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN

Smart ASN; Inovasi dan digitalisas, penggunaan buku saku yang
mungkin juga berbasis digital atau terintegrasi dengan sistem informasi
manajemen ASN (SIMASN) dapat lebih mempermudah akses data,
memonitor pelaksanaan upacara secara real-time, serta minimalisir
penggunaan kertas. Ini mendukung visi Smart ASN yang berbasis
teknologi, transparansi, dan inovasi dalam pelayanan.

Manajemen ASN; Pelayanan publik yang profesional Buku saku
sebagai bagian dari manajemen ASN menunjukkan bahwa pemerintah
berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penyusunan
panduan ini juga merupakan langkah konkret dalam menciptakan ASN
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yang memiliki kemampuan administrasi dan protokol yang profesional,

sebuah aspek penting dalam konsep Smart ASN.

2.4 Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
Memastikan tercapainya tujuan organisasi dalam hal menciptakan ASN
yang profesional dan dapat diandalkan, dengan meminimalkan

ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan upacara.

. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3 (Pelaksanaan sosialisasi buku saku

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah

PNS)

3.1 Tahapan Kegiatan

a. Menyusun materi sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan upacara.
Penyusunan materi sosialisasi dilakukan pada minggu ketiga
September 2025. Materi disusun secara ringkas, padat dan sesuai
dengan isi buku saku yang meliputi dasar hukum, rundown acara,
checklist perlengkapan yang dibutuhkan, tata busana serta petugas

protokol yang bertugas.

Sosialisasi Aktualisasi =
BUKU SAKU
PENYELENGGARAAN
UPACARA PELANTIKAN

Rizks Aulia Rahmi PEJABAT DAN PENGAMBILAN
e SUMPAH PNS DI SETJEN DPR

Mentor  Fakhri Uzair, S.L.Kom

Gambar 5.7 materi sosialisasi

b. Sosialisasi buku saku kepada pihak terkait (protokol).
Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan singkat/briefing di ruang
protokol basement dan ruang rapat protokol agar setiap pihak
memahami tugas masing-masing. Buku saku dibagikan kepada seluruh
CASN protokol, senior serta kasubbag upacara sehingga diharapkan
seluruh stakeholder memiliki persepsi yang sama terhadap jalannya

upacara. Pada minggu ketiga bulan September 2025 dilakukan
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sosialisasi dan simulasi kepada tim protokol untuk menguji keefektifan
panduan serta memastikan tidak ada hal yang terlewat dalam

persiapan.

Gambar 5.9 Sosialisasi dengan CA N Protokol

c. Pelaksanaan pelatihan dengan cara simulasi upacara pelantikan.
Pihak yang terlibat menjalani simulasi sesuai dengan buku saku.
Simulasi bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan teknis saat
acara berlangsung. Dengan pelatihan ini, setiap peran bisa dievaluasi
dan diperbaiki sebelum hari pelaksanaan. Simulasi dilakukan pada

minggu ketiga bulan September 2025 dengan tim protokol.
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Gambar 5.10 Simulasi upacara pelantikan

3.2 Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

a. Akuntabel;. Sosialisasi ini memastikan bahwa semua pihak yang

terlibat memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku, mengurangi
potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelantikan
dan pengambilan sumpah.

Kompeten; Hal ini mendukung terciptanya penyelenggaraan upacara
yang terorganisir dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku,
dan menampilkan sikap profesional dalam setiap tahap pelaksanaan,
dari persiapan hingga pelaksanaan upacara.

Kolaboratif; pada saat melaksanakan sosialisasi dan simulasi
berkolaborasi dengan rekan protokol sebagai stakeholder.

3.3 Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN

Manajemen ASN; Sosialisasi buku saku memberikan pedoman yang
jelas dan terstruktur tentang bagaimana penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS seharusnya
dilakukan. Dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang
lebih jelas, manajemen ASN dapat lebih efektif dalam mengatur dan
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan PNS, termasuk dalam
pengelolaan sumber daya manusia yang ada.

Smart governance; mengutamakan penggunaan teknologi untuk
mempermudah proses administrasi dan komunikasi. Misalnya,
digitalisasi buku saku yang bisa diakses melalui aplikasi mobile atau

portal pemerintah untuk mengakses informasi ini dengan lebih mudah,
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meningkatkan keterlibatan dan pemahaman terhadap prosedur yang

harus dilaksanakan.

3.4 Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara di Sekretariat Jenderal

DPR RI dengan prosedur yang jelas dan terstandarisasi.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4 (Evaluasi dan peningkatan buku saku

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah

PNS)

4.1 Tahapan Kegiatan

a. Membuat daftar pertanyaan terkait penggunaan buku saku.

Pertanyaan disusun pada minggu keempat September 2025 untuk
mengetahui sejauh mana buku saku dipahami dan digunakan oleh
peserta sosialisasi. Fokus pertanyaan meliputi kejelasan isi,
kemudahan dipahami, keterkaitan dengan kebutuhan acara serta saran
dari stakeholder. Adapun pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner

yaitu :

No Daftar Pertanyaan

1 Apakah buku saku yang disediakan sudah memadai untuk kebutuhan
pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS?
2 Bagaimana penataan informasi dalam buku saku, apakah mudah dipahami
dan diakses oleh pelaksana upacara?

3. Apakah informasi yang ada dalam buku saku sudah lengkap dan mencakup
seluruh aspek penting yang perlu diketahui pelaksana upacara?

4. | Apakah buku saku memuat tata cara pelaksanaan upacara dengan jelas?

5 Apakah buku saku menyediakan informasi yang cukup mengenai tugas dan
peran setiap pihak dalam upacara?
6 Apakah buku saku tersebut memudahkan pelaksana upacara dalam
memahami tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah?
7 Apakah buku saku sudah mencantumkan informasi yang cukup mengenai
tata tertib dan etika selama upacara?
8. Sejauh mana desain visual buku saku membantu dalam memudahkan
pemahaman informasi?
9 Apakah Anda merasa buku saku ini dapat meningkatkan kelancaran
pelaksanaan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS?
10 Bagaimana pendapat Anda mengenai kelengkapan informasi mengenai
susunan acara dalam buku saku?
11 Apakah ada bagian dari buku saku yang menurut Anda perlu ditambahkan
atau diperbaiki?

Tabel 5.1 Daftar pertanyaan kuisioner
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Bagian 1 dari 2

Survei Pemanfaatan Buku Saku *
Penyelenggaraan Upacara Pelantikan

Pejabat dan Pengambilan Sumpah PNS di
Setjen DPR RI

B I U & Y

Kuisioner ini disusun untuk mengevaluasi buku saku yang di kan dalam

upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RL Tujuan
dari kuisioner ini adalah untuk mengumpulkan masukan dan tanggapan darl stakeholder mengenai
kelengkapan, kejelasan, dan efekftivitas buku saku dalom memfasilitasi peloksancan upacara
tersebut. Saya berharap hasil kuisioner ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas buku saku

di masa mendumng sehingga dupcll lebih mendukung kelancaran dan kesuksesan sefiap upacara

Gambar 5.11 Google Form Kuisioner Buku Saku

b. Menyebarkan kuisioner menggunakan Whatssapp kepada

protokol yang mengikuti sosialisasi.

Penggunaan media digital dipilih untuk memudahkan pengumpulan
data secara cepat, efektif dan data tersusun dengan baik. Responden
diarahkan untuk mengisi kuisioner dan memberikan saran mengenai
buku saku. Penyebaran kuisioner dilakukan pada minggu keempat
September 2025 dengan mengirimkan link google form serta
melampirkan buku saku pada google form tersebut dengan

menggunakan whatsapp group protokol.

., Protokol DPRRI 24 v o | G
- Adita, ananda, Andika, Anggi, Anggi Satria K. Anisa, anne, Annisa, Argysyah, Astri Nurihsan, Bria

£>  Mas Ardi Protokoler: Selamat siang rekan-rekan, izin share mengenai format standar tata tempat yang sedang saya..

ku Saku Penyelenggaraan Upac:

tariat jenderal DPR RI, berikut linkny:
LINKNYA DIBAWAH INI GUYS
https://docs google.com/forms/d/e/ WFAILQLSd €8V-9DVBIUZD:
SjoJiw FUgXHPPPN\\EF‘?T/ viform?usp=header

Terimakasih, semangat latsa

9 n
Selamat Siang, W
Bapak/lbu, Senior, serta Rekan-rekan Protokol

@ 2 | 9

Gambar 5.12 menyebarkan kuisioner melalui WA

Mengolah dan menganalisis data hasil google form.

Kegiatan mengolah dan menganalisis data hasil google form dilakukan
pada bulan keempat September 2025 untuk memahami informasi yang
diperoleh dari responden. Data yang terkumpul diperiksa agar tidak ada
kesalahan, kemudian diolah dan dibuat dalam bentuk tabel atau grafik.
Setelah itu, hasilnya dianalisis untuk mengetahui pola, tren, atau

pendapat responden. Dari analisis ini diperoleh kesimpulan dan
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rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan atau pengambilan

keputusan selanjutnya.

Klasifikasi berdasarkan nilai responden.

Data yang dianalisis berasal dari hasil kuisioner google form yang
berisi 11 pertanyaan dengan skor kepuasan responden dan
klasifikasi hasil menjadi kategori sangat baik, baik, cukup, kurang
dan tidak baik yang disebarkan bertujuan untuk mengukur
efektivitas, kemudahan penggunaan dan relevansi buku saku dalam
mendukung penyelenggaraan upacara pelantikan dan pengambilan
sumpah PNS. Dari hasil survei yang dilakukan, didapatkan jumlah
responden sebanyak 30 orang. Nilai kepuasan berada di kategori
sangat baik (rata-rata 89%), menunjukkan bahwa buku saku ini
efektif, praktis, dan informatif sehingga meningkatkan pemahaman
terhadap tugas protokoler dalam pelaksanaan pelantikan pejabat

serta pengambilan sumpah PNS.

No Gambar diagram

1

1. Apakah buku saku yang disediakan sudah memadai untuk kebutuhan pelaksanaan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS?

30 jawaban
@ Sangat Memuaskan
@ Memuaskan
Cukup Memuaskan
@ Tidak Memuaskan

2. Bagaimana penataan informasi dalam buku saku, apakah mudah dipahami dan diakses oleh

pelaksana upacara?
30 jawaban

@ Sangat Mudah
@® Mudah

Cukup Mudah
@ Suiit
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3. Apakah informasi yang ada dalam buku saku sudah lengkap dan mencakup seluruh aspek

penting yang perlu diketahui pelaksana upacara?
30 jawaban

@ Sangat Lengkap
@ Lengkap

@ Cukup Lengkap
@ Tidak Lengkap

&

4. Apakah buku saku memuat tata cara pelaksanaan upacara dengan jelas?
30 jawaban

@ Sangat Jelas
@ Jelas

@ Cukup Jelas
@ Tidak Jelas

3%

e

5. Apakah buku saku menyediakan informasi yang cukup mengenai tugas dan peran setiap pihak

dalam upacara?
30 jawaban

@ Sangat Cukup
® Cukup

@ Kurang Cukup
@ Tidak Cukup

*

6. Apakah buku saku tersebut memudahkan pelaksana upacara dalam memahami tahapan

pelantikan dan pengambilan sumpah?
30 jawaban

@ Sangat Memudahkan
@® Memudahkan

@ Cukup Memudahkan
@ Tidak Memudahkan

@

7. Apakah buku saku sudah mencantumkan informasi yang cukup mengenai tata tertib dan etika

selama upacara?
30 jawaban

@ Sangat Cukup
@ Cukup

@ Kurang Cukup
@ Tidak Cukup
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8. Sejauh mana desain visual buku saku membantu dalam memudahkan pemahaman informasi?
30 jawaban

@ Sangat Membantu

@ Membantu
Kurang Membantu

@ Tidak Membantu

9. Apakah Anda merasa buku saku ini dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan upacara
pelantikan dan pengambilan sumpah PNS?
30 jawaban
@ Sangat Membantu
@ Membantu
Kurang Membantu
@ Tidak Membantu

10. Bagaimana pendapat Anda mengenai kelengkapan informasi mengenai susunan acara dalam

buku saku?
@ Sangat Lengkap
@ Lengkap
Kurang Lengkap
® Tidak Lengkap

30 jawaban
Tabel 5.2 analisis data kuisioner buku saku

Klasifikasi berdasarkan saran dari responden.

Sebagian besar responden menulis "sudah bagus”, “tidak

ada

perbaikan”, “cukup informatif dan efisien”. Beberapa saran dari

responden yang sangat penting yaitu :
1.

Penambahan panduan pakaian petugas protokol dan dasar

hukum pelaksanaan upacara.

Tambahkan tautan langsung (klik /ink) di versi digital agar tidak

bergantung pada barcode.

Konsisten bahasa disarankan menggunakan bahasa yang

ringkas, formal dan mudah dipahami.
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11. Apakah ada bagian dari buku saku yang menurut Anda perlu ditambahkan atau diperbaiki?

30 jawaban

2 (E!'!%) 2 (f!r.’.((!rg’(&"%)

d (3,7%(3,19(3,4%(3,3(3,15(3,19(3,13(3,1%(3,19(3,1%(3,4%(3,1%(3,1%(3,1%(3, 3% d (3,49(3,193,13(3,:1%(3,4%(3,1%(3,39

Di bagian checklist : uru... Sejauh ini sepertinya tid... Tidak ada sudah cuku...
Cukup Keep moving and Never...  Sudah bagus lanjutkan Tidak adaa

Gambar 5.13 saran responden

d. Melakukan tindak lanjut hasil dari analisis data.

Hasil kuesioner dianalisis untuk menemukan kekuatan, kelemahan,
serta peluang perbaikan isi buku saku. Rekomendasi dari responden
digunakan sebagai dasar penyempurnaan format, bahasa, maupun
konten buku saku. Analisis juga membantu menilai efektivitas kegiatan
sosialisasi dan simulasi yang telah dilakukan. Dari hasil analisis
terdapat beberapa saran yang penting dan dilakukan perbaikan pada
buku saku tersebut yang dilakukan pada minggu keempat September
2025.

TATA BUSANA

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, Peraturan ini
secara spesifik mengatur jenis-jenis pakaian dinas, termasuk
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) vang umumnya digunakan dalam
acara resmi sepesti pelantikan. Dalam Pasal 8, diatur bahwa PSL
dipunaian dengan ketentuan

Perugas Protokol

i

Pejabat yang Dilantik

LEAL

SETJEN DPR RI

5

Gambar 5.14 tindak lanjut dari saran kuisioner
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e. Mengunggah buku saku digital ke cloud untuk mempermudah
akses penggunaan buku saku.
Buku saku diperbarui sesuai hasil evaluasi, lalu diunggah dalam bentuk
digital (misalnya PDF) ke platform cloud (Google Drive atau platform
internal organisasi). Penyimpanan digital memudahkan distribusi,
meminimalkan penggunaan kertas, serta dapat diakses kapan saja oleh

seluruh pihak terkait.

Gambar 5.15 mengunggah buku saku ke cloud dan gdrive

4.2 Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK

a. Berorientasi pelayanan; Buku saku yang jelas dan terstruktur akan
mendukung penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang
maksimal dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh
tanggung jawab.

b. Akuntabel; Evaluasi dan peningkatan buku saku akan membantu
memastikan bahwa seluruh proses diatur dengan jelas, sesuai dengan
prinsip etika dan integritas yang harus dijaga oleh PNS.

c. Kompeten; Buku saku yang diperbarui dan dievaluasi secara berkala
memberikan panduan yang lebih baik bagi penyelenggara upacara
untuk menjalankan tugas mereka secara profesional. Dengan cara ini,
evaluasi dan perbaikan buku saku menciptakan sistem yang lebih
efisien dan profesional dalam menyelenggarakan upacara penting
tersebut.

d. Kolaboratif; kuisioner yang diberikan kepada responden dan

mendapatkan feedback dari responden terkait.
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4.3 Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN

- Manajemen ASN; ini mendukung tujuan untuk menciptakan sistem
administrasi yang terstruktur, sehingga mengurangi kesalahan
administratif dan mempercepat pelaksanaan proses pemerintahan.
Kolaborasi dan keterpaduan antar unit kerja sangat penting agar proses
berlangsung lancar dan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan data
dan administrasi.

- Smart ASN, Peningkatan buku saku ini juga sejalan dengan tujuan
yaitu menciptakan ASN yang profesional, terampil, dan dapat
memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui sistem yang
terorganisir. Menekankan pada penggunaan teknologi dan sistem
informasi untuk memfasilitasi koordinasi antar unit kerja, yang dalam hal
ini, buku saku yang diperbarui dapat terintegrasi dengan sistem digital

untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan.

4.4 Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
Menjamin upacara pelantikan tetap relevan dan efisien, selaras dengan visi

organisasi yang berbasis pada tata kelola yang baik dan akuntabel.

C. Stakeholder
Kegiatan aktualisasi yang direncanakan melibatkan para petugas protokol di Unit
kerja Biro Protokol dan Humas. Dalam pelaksanaannya, para petugas protokol
yang terpilih sebagai sampel berpartisipasi dalam uji coba penggunaan buku saku
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di
Sekjen DPR RI. Sebelum memulai uji coba, penulis memberikan sosialisasi
kepada para peserta yang terlibat untuk memastikan pemahaman yang
menyeluruh mengenai fungsi dan manfaat buku saku tersebut sebagai acuan

kerja.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan aktualisasi.

Berikut kendala serta strategi menghadapi kendalanya, yaitu :
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No. Kendala Strategi

1 | Keterbatasan referensi teknis terkini Pada tahap awal penyusunan kesulitan
memperoleh pedoman resmi terbaru
mengenai tata upacara pelantikan,
khususnya terkait format naskah
pelantikan dan sumpah PNS. Sehingga
dibantu oleh senior untuk mencari draft

naskah yang diperlukan.

2 | Desain visual dan tata letak informasi. Menciptakan tampilan yang menarik
namun tetap ringkas yang isinya berisi

tata cara upacara yang formal dan kaku.

Tabel 5.3 Kendala dan strategi menghadapi kendala

E. Analisis Dampak
Aktualisasi yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam persiapan serta pelaksanaan upacara pelantikan dan sumpah PNS di
Sekretariat Jenderal DPR RI melalui buku saku sehingga memberikan dampak
positif yang signifikan bagi unit kerja bagian protokol, antara lain dalam hal
meningkatkan kesiapan, pengurangan potensi miskomunikasi antar petugas,
serta terciptanya kerja yang lebih konsisten dan profesional, dengan penjelasan
sebagai berikut :
1. Jangka pendek dalam waktu kurun waktu 0-3 bulan : meningkatnya
pengetahuan dan kesadaran protokol tentang pentingnya penggunaan buku saku
penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan sumpah PNS, sehingga lebih
terampil dan efisien.
2. Jangka menengah dalam waktu kurun waktu 4-6 bulan : dengan adanya
buku saku seluruh pihak terkait mengetahui langkah demi langkah yang harus
dilakukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan upacara sehingga
mempercepat koordinasi dan berdampak positif pada produktivitas kerja tim.
3. Jangka panjang dalam waktu kurun waktu 7-10 bulan : setelah kegiatan
aktualisasi ini, diharapkan para protokoler dapat menerapkan pengetahuan yang
diperoleh secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai unit

kerja, sehingga meningkatkan kualitas dari hasil kinerja yang telah dilakukan.

Selain dampak-dampak di atas, diharapkan setelah aktualisasi ini dilaksanakan

terdapat peningkatan kemampuan adaptasi Unit Kerja Bagian Protokol dalam
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mengikuti perkembangan teknologi yang sejalan dengan visi dan misi Sekretariat
Jenderal DPR RI untuk menjadi Kesekretariatan yang modern dan responsif

terhadap perubahan dalam jangka waktu 1 tahun.

. Before dan After

Sebelumnya belum adanya buku saku mengenai penyelenggaraan upacara
pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR Rl
hanya terdapat SOP mengenai upacara tersebut. Maka dari itu dibuatlah Buku
Saku ini sebagai bahan acuan yang sah dan dapat dipergunakan ketika ada
upacara pelantikan pejabat sehingga mengurangi risiko kesalahan maupun

kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat penyelenggaraan upacara

tersebut.
SEBELUM ADANYA BUKU SAKU SETELAH ADANYA BUKU SAKU
e Tersedianya panduan operasional
terstandar.
e Proses upacara lebih efisien dan
o Tidak adanya pedoman buku saku profesional.
penyelenggaraan upacara. e Meningkatkan citra dan kredibilitas
e Koordinasi antar unit sering tidak Protokol Sekretariat Jenderal DPR
sinkron. RI.
e Terbangunnya kolaborasi antar unit
kerja dengan pendekatan smart
ASN berbasis digitalisasi dokumen.

Tabel 5.4 before dan after
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BAB VI
PENUTUP
A. Simpulan

Aktualisasi dalam penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan
pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI berfokus pada
peningkatan kualitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas
keprotokolan. Melalui rancangan ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih
terstruktur dan terorganisir dengan baik, serta memperbaiki tantangan yang
selama ini menghambat pelaksanaan acara tersebut. Beberapa isu yang
teridentifikasi dalam proses ini seperti belum adanya panduan yang jelas terkait
penyelenggaraan upacara yang dapat menurunkan kredibilitas dan
profesionalisme acara, Kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja yang
menyebabkan potensi miskomunikasi dan keterlambatan dalam pelaksanaan
serta tidak adanya juknis yang mengatur tata busana dan atribut upacara, yang
dapat mempengaruhi keseragaman dan kesan formal acara.

Penyelesaian terhadap isu-isu ini mencakup penyusunan buku saku yang
berisi panduan lengkap tentang prosedur, tata cara, dan atribut dalam
pelaksanaan upacara. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta proses yang
lebih terstruktur dan efisien, meningkatkan kualitas koordinasi antar unit kerja, dan
memperkuat citra institusi melalui tata kelola yang lebih baik. Teknologi juga
dimanfaatkan untuk mendukung implementasi buku saku digital yang
mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi.

Dengan langkah-langkah ini, upacara pelantikan dan pengambilan sumpah
PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dengan lebih profesional dan
efisien, sejalan dengan visi misi organisasi untuk menciptakan ASN yang

berintegritas dan responsif terhadap perubahan.

B. Saran
Demi meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI, perlu
disusun panduan yang jelas mengenai prosedur, urutan acara, dan atribut yang
digunakan. Hal ini dapat dicapai dengan penyusunan buku saku yang terstruktur
dan melibatkan koordinasi antar unit kerja yang lebih efektif melalui pembentukan

29 tim koordinasi dan rapat rutin. Selain itu, penting untuk menetapkan juknis tata
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busana dan atribut untuk memastikan keseragaman dan profesionalisme.
Pemanfaatan teknologi dalam bentuk buku saku digital juga mempermudah akses
informasi dan meningkatkan efisiensi. Terakhir, pelatihan dan sosialisasi kepada
semua pihak yang terlibat memastikan pemahaman yang lebih baik tentang
prosedur dan meningkatkan keterampilan teknis para petugas. Langkah-langkah

ini memperkuat tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan citra institusi.
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Lampiran Buku Saku

BUKU SAKU PENYELENGGARAAN
UPACARA PELANTIKAN PEJABAT
DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS DI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PENDAHULUAN

Upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS
di Sekjen DPR Rl merupakan kegiatan yang memiliki makne
penting dalam sistem administrasi kepegawaian. Upacara
ini tidek hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi juga
sebagal wujud pengesahan pengangkatan pejabat baru
yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di
lingkungan Sekjen DPR RI. Proses ini juga mengikat para PNS
pada sumpah jabatan yang diambil untuk setia kepada
negara dan melaksanakan tugasnya dengan
profesionalisme, integritas, dan tanggung jowab yang
tinggi.

Pelakscnaan upacara ini diselenggarakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bertujuan untuk memastikan setiap pengangkatan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS dilakukan secara
sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Buku saku
ini disusun sebagai panduan proktis dalom pelaksanaan
upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS di Sekjen
DPR RI, untuk memastikan kelancaran dan keseragaman

dalam setiap tahapannya.

SETJEN DPR RT 2

DAFTAR ISI

02 Pendahuluan
03 Daftar Isi

Dasar Hukum

Checklist Perlengkapan
10 Rundown Acara

Layout Tata Tempat Pelantikan Pimpinan
Tinggi Madya

5]

Layout Tata Tempat Pelantikan Pimpinan
Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas
dan Fungsional

Petugas Protokol

15 Tata Busana

Draft Script MC
18 Draft Naskah Sumpah Jabatan

DASAR HUKUM

UU No 9 Tahun 2010
tentang Keprotokolan

PERSEKJEN DPR RI
No 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekjen dan Badan ™
Keahlian DPR Ri sebagaimana 1
telah diubah dengan !
PERSEKJEN DPR Rl No 2 Tahun .. PERATURAN KEPALA BKN
_ No 7 Tahun 2017
" tentang Tata Cara
y Pelantikan dan
I Pengambilan Sumpah/Janiji
PERATURAN PRESIDEN Jabatan

No 20 Tahun 2018
tentang Pelantikan Pejabat

: PERSEKJEN DPR RI
No 1 Tahun 2020
tentang Pedoman

T Pelaksanaan Administrasi
I kepegawaian di Sekjen
DPRRI

2 PERSEKJEN DPRRI
1 Draft Naskah Petikan No 1 Tahun 2020
20 Draft Naskah Berita Acara entang Pakaian Dinas
; Pegawai Negeri Sipil
2 QRBUKIERIG Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
SETJEN DPR RI 3 ZTJEN DPR RI 4
CHECKLIST PERLENGKAPAN STAKEHOLDER PERLENGKAPAN v
Checklist perlengkapan yang akan di keordinasikan Aidia (WC)
engan stakeholder internal. Helo )
STAKEHOLDER PERLENGKAPAN « Bagion Bondera dan Pataka
don
Naskah petikan keputusan Sekjen Voridn, | Brekics
DFR RI
Meja Perandatanganan Berita Acara
PPKASN Naskah berita acara
Bunga meja
Naskah sumpah jabatan
Bunga panggung
Rundown acara
Gedung Instalasi | Listrik
Deskplate { Prisma
Lampu
Selempang peraga untuk gladi
AC
Dot dan pelurus tata tempat
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Taplak Meja
Protokol Pustekinfo Bockdrop
Map Batik
Zoom meeting (online)
HT
Metaksos | Fotografi
Bolpen berita acara
Naskah MC
SETJEH DPR RT 5 SETJEN DPR RT 6
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STAKEHOLDER PERLENGKAPAN
STAKEHOLDER PERLENGKAPAN v
Placing tempel
Layor Infacus
Ruang Helding | Bunga Mo
Pemasangon Payskiar uang feeing | Bungs Moo
T Porlernen Bendera Indonesia
Siroming VT8
Peliputan Setjen DPR RI
- Deputi Bid. Persidangan
Tengawos ¥t P
onfimesi
5}"::':;' Clenning riangan Kehadiran vip | ITPeIT Loma
Holding Deputi Bid. Administrasi
Pardal PR | Eskalator Kepals Baclan Keahlian
Rohoniwan | Konfirmasi kshadiran Pambawa Acara
ejo Pembaco naskah petikcn keputusan
Sekjen DPR RI
Kurst
o Perage Sesjen MFR Rl
Glodi
Ruang Heolding Taplak meja
grieeing | permer Peraga Sekjen DPD Rl
Tissue
Parago Ksluarga
Jamuan
Peraga Rahanhvan
SETJEN DPR RI 7
STLIEN DFR RT a
STAKEHOLDER PERLENGKAPAN v RUNDOWN ACARA
Pembaiva Noskah Sumpah Jobatan
Perbawa Naskah Berila Acara WAKTU DuRASI ACARA
Pombawa moja borita acara 10.00 - 1005 | Smenit | Pembukaan oleh MC
Pembawa bendera dan pataka 1005-1020 | 5menit Menyanyikan lagu kebangsaan
Gladi B N Indonesia Raya
Pembaiva MIC Sekjen DPR RI
10901023 | 3mente | PEMBacHan petikan keputusan
Tato Tempat presiden Republik Indonesia
Peraga Sekjen DPR RI Pembacaan sumpah jabatan
1023-1033 | 10 menit | o IR
pejabat pimpinan tinggi Madya
Peraga pejabat yang dilantik
. | Penandatanganan kerita acara
Potugas Torlampir poda haleman 13 10.33-1038 | Smenit i
sumpah/janji
10.38-10.46 | 8menit |Sambutan Sekjen DPR RI
10.46 -10.50 | 4menit |Pemberian Ucapan Selamat
10.50 - .00 | 10 menit |Foto bersama
1.00 - 11.03 3menit  |Penutupan
prem—— = SETJE DPR BT 0
LAYOUT TATA TEMPAT
LAYOUT TATA TEMPAT PELANTIKAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
PELANTIKAN PIMPINAN TINGGI MADYA ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN FUNGSIONAL
[ Qeamras ]
Note : Keluar alson mendanpiog peisbat yany difanil ketika
pemherian veapaa selimar dari Sckjen DPR
SELIEN DPR RI 53

SETJEN DR RI 12
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rEREE

PETUGAS PROTOKOL

Mastor of Coromony (MC)

Tata Tempat

Pombaca P

Pombawa Noskah Berita Acara

Pombawa Naskah Sumpah

Pembawsa Noskah Sumbutan

Pendamping pejabat yang dilantik

Pendamping Sekjen DPR Rl

Potugas cok dan angkat MIC

Pendamping Rohaniwan

Barizan Esalon 12

Barisan Esclon 3 dan undangan pegawai
setjon

Barizan famu undangan luar

AAAAAAAAAAAAA¢
VIV VVIVIVIVVVVV VIV

Ruang Holding

= ta m &

B=1X R

PETUGAS PROTOKOL

Angkat prisma barisan eselon 12

Angkat prisma barisan cselon 3 dan saksi

Angkat prisma dan mic barisan yang dilantik

Angkat mic sokjen

&inghot maja dan patoka Sehelum foto

Tata tempat foto bersama

Pendamping pejalat diantlc dan ssolon 1 ke
tompat foto

hdbhdbhdbh2dbhdbhbdhdhd

Pendamping pejabat eselon 2 ke tempat foto

Pos jamuan

& G ASSAEASGE

G ¢

SETJEN DPR RI 13 SETJEN DPR RT 7
Mengicu pada Peraturan Sckreraris Jenderal Dewan Perwakilan DRAFT SCRIPT MC
Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, Peracuran ini
sceara menguiur jenis-jenis pakaian dines,  termasuk
Pakaian Sipil Lengkap (PSI) yang u g e S A K]
acara resmi scperti pelantikan. Dalam Pasal 8, diatur bahwa PSL,
snakan dengan ketentuan: s
Pipin Tl Nies Togat W00 Ao
Petugas Protokol ALl DT BHIAG SNINNTI BN RRPALL A 0
SR bR DR R
L .
Pejabat yang Dilantik
.
: 2 M b i,
3
[ESreai e ——
SETJEK DPR RI 16
SETJEN DPR RT
5
DRAFT SCRIPT MC DRAFT NASKAH SUMPAH JABATAN
NASKAN SUNPAN ABATAN
KEPADA SAUCARA SAUDARA. | APAKA SAUDARA SAUOARA
RSEDA. MENGUCAPRAN  SUMPAN i MENGRUT AGANA
aSHGHASING 7
AT KATAKATA SAVA™
[
a “DEM ALLAN SAYA BERSUMPAN i1
’ (0 Seten Snuta Yoy B Ktk
TS —— “DEMI TUHAN YANG MAHA ESA, i BAYA MENYATAKAN (i DAN
— SERIANA DENGAN SUNGEUNSUNGEUN
S Dr. Peen Toe Mot Pt Ut Sekrunnys)
AN SAYA f AXAN SETU DAN TAAT {KEPADA UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK NDONESLA | TN 1865 1
o SERTA AN MENALANGAN | SEGALA  PERATURAN
s PERUNDANG-UNDANGAN i DENGAN SELURUSLURUSNYA 1l
L RARNA BAKTI SAYA  KEPADA BAGAA DA NEG
ALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN 1
i SABATAN 1 BEKERIA DENGAN
SEOAKCBAKIA 1l DAN DENGAN PENUN RASA TANGGUNG
BANWA SAYA 1 AKAN MENJAGA INTEGRITAS if TOAK
AR PERBUATAN TERCELA
(ot Sairs Gt Yarg Bersgos Kby
RAKYA TUNAN UENOLONG SAYA"
SETJEK DPR RI b SETJEN DPR RI -
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DRAFT NASKAH PETIKAN

PETIAN
KepUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDOKESIA
NOMOR : 740ISEKJENZ025

TENTANG
oaLAM

JABATAN ADMNISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK ndoncsia.

[ ast
Voot ast
ot e

MEMUTUSKAN

i

Menetssian PEMBERIENTUN DAK PES
SABATAN ADMINISTRATOR AN
JAT LENDERAL DEWAN

PADA 55
REFURLIK INDONESIA.

BATAN
PERWAKLAN RAKYAT

Keputwson o mul bersky pads sl dissan, cersen elertuan
bl d kemuatan i lrceps kel ran dalam Kepuluzan S

iatanin oeukshen sstagarmana mesan

Dittaghon § Jsrts
Data tanagal 11 Sestamosr 2025
SEXRETARIS JENDERAL

NS ISKANOMS

19

SETJEN DPR RT

DRAFT NASKAH BERITA ACARA

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SETJEN DPR RI 20

Draft Naskah

Draft MC 2] sumpah
Jambatan

[ Draft Berita a Petikan
Acara Keputusan
Sekjen DPRRI

21

SETJEN DPR RT

DISUSUN OLEH :

\ o
“\" TJEN DPR . 4id
SE =
p g

BAGIAN PROTOKOL
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2025
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LAPORAN
MINGGUAN




Lampiran Laporan Minggu 1

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke-1

Nama : Rizka Aulia Rahmi
NIP : 200012192025062006
Unit Kerja  : Biro Protokol dan Humas / Pengelola Keprotokolan
Isu : Belum panduan upacara
pejabat dan ilan sumpah PNS di iat Jenderal DPR RI.

Gagasan  : Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan
Pengambilan Sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

No. Kegiatan Bukti Dukung**

Mengidentifikasi kebutuhan |
untuk penyelenggaraan
upacara

Mencari referensi mengenai = : "
kebutuhan dan persiapan
penyelenggaraan upacara.

N

SEKRETARIAT JENDERAL

o DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
S

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 /5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

’ 3. | Melakukan diskusi singkat
dengan tim protokol terkait

i >

Link eviden kegiatan minggu pertama
httos://dr le. i DIkmNNS | F! BLrKQfUpY-zq2usp=sharin;

Link Pedoman video terkait

https: utube.com/] 5iXRocKitA 2feature=shared
Jakarta, 11 September 2025
Mengetahui,
Coach Mentor
.
Risa Tiarazani, S.Pd. M.Pd Eakhri Uzair, S.1.Kom
NIP. 199003162018022001 NIP. 198605092020121003
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Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama + Rizka Aulia Rahmi

NIP 00012192025062006

Unit Kerja iro Protokol dan Humas

Jabatan ngelola Keprotokolan

Tsu Kegi : Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RL

Kegiatan 1 : Perencanaan penyusunan panduan buku saku penyelenggaraan

upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS

1. Mengidentifikasi kebotuhan
untuk penyelenggaraan \donbepayt PL“"T:'
2. Mencarireferensi mengenal [ dact peoileh - bve’a
ebuuban danpecsiopen | o A1 halopi  seniec/ .
penyelenggaraan upacara.
. Melakukan diskusi singkat | Pelwps poiskal 47y
dengan tim protokol terkait "
kebutuhan persiapan brrts.
wpacara
Output kegiatan terhadap
pemecahan isu; Rencana
| kegiatan lengkap dengan jadwal,
| dan kebutuhan teknis yang detail
| Keterkaitan substansi mata
| pelatihan;
| o il dasar ASN :
Berorientasi pelayanan,
| akuntabel, kolaborasi
| Manajemen ASN dan Smart
ASN : memastikan seti

mendukung pencapaian
tujuan dari Smart ASN.
Buku saku i juga
berkontribusi dalam
pengelolaan sumber daya
ASN secara lebih efekif,
dengan meminimalisir
kekeliruan dan memastikan

‘acara berjalan sesuai dengan

Ketentuan yang berlaku,
Kontribusi terhadap Visi-Misi
Organisasi; Perencanaan buku
saku ini memastikan upacara
pelantikan dan pengambilan
sumpah pejabat dilakukan secara
tertib, transparan, dan sesuai N
dengan prosedur yang jelas. Ini
mendukung visi Sekretariat
Jenderal DPR RI untuk
‘menjalankan tata kelola
pemerintahan yang baik dan
akuntabel.

Penguatan nilai BerAKHLAK;

Berorientasi pelayanan, akuntabel,

kolaboratif.




SEKRETARIAT JENDERAL

3-» : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

PERENCANAAN PENYUSUNAN PANDUAN BUKU SAKU PENYELENGGARAAN
UPACARA PELANTIKAN PEJABAT DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS

Hari/Tanggal : Senin, 08 September 2025
Pukul + 14:40 WIB s/d selesai
Agenda : Konsultasi laporan aktualisasi
L Pendahuluan

Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas penyusunan buku saku dan kelengkapan

perlengkapan dalam pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah

PNS di Setjen DPR RI. Buku saku ini akan menjadi panduan bagi panitia dan petugas

lapangan agar pelaksanaan upacara berjalan tertib, efektif, dan sesuai protokol.

Tujuan utama :

Menentukan isi buku saku yang relevan;
Menyusun buku saku secara sistematis;

Membuat layout tata tempat penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat.

Pembahasan

Buku saku yang akan dibuat akan mencakup beberapa komponen penting, yaitu:

w o =

I

. Landasan hukum keprotokolan UU No. 9 Tahun 2010

Susunan acara/rundown dari awal hingga akhir

. Tugas dan tanggung jawab setiap petugas: protokol, MC, rohaniwan, saksi,

dokumentasi, dan panitia.

Checklist peralatan: MIC, podium, bendera, meja, taplak meja, backdrop.
Panduan tata cara pengambilan sumpah dan penandatangan berita acara.
Layout tata tempat.

SEKRETARIAT JENDERAL

~~% DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Catatan/Kesimpulan

Buku saku harus memuat pedoman teknis yang ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh

semua panitia. Rundown yang disepakati akan menjadi standar pelaksanaan untuk acara
mendatang. Layout tata tempat harus memperhatikan prinsip keprotokolan, termasuk
penempatan VIP, penjabat, dan tamu undangan. Referensi tambahan berupa video
pelantikan di Youtube dan dokumentasi resmi dari TV Parlemen akan digunakan untuk

penyusunan final buku saku.

Jakarta, 09 September 2025
Mentor
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Lampiran Laporan Minggu 2

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 2

Nama : Rizka Aulia Rahmi

NIP + 200012192025062006

Unit Kerja  : Biro Protokol dan Humas / Pengelola Keprotokolan

Isu : Belum panduan upacara pelantik
pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gagasan  : Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan
Pengambilan Sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

No. Keglatan

—d —

1. | Penyusunan dan penetapan
petunjuk teknis upacara.

2 Perampungan petunjuk teknis
upacara dan pembuatan fisik buku
saku

3. | Pengesahan dan distribusi
panduan kepada unit terkait.

Link eviden kegiatan minggu pertama
hitps//drive. /d Y

YK S08RSYi =shai

Jakarta, 18 September 2025

Mengetahui,
Coach Mentor
P
Risa Tiarazani, $.Pd.. M.Pd Fakhri Uzair, S.LKom
NIP. 199003162018022001 NIP. 199605092020121003

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

: Rizka Aulia Rahmi
+ 200012192025062006
Unit Kerja : Biro Protokol dan Humas
Jabatan + Pengelola Keprotokolan
Isu Kegiatan  : Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat
dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPRRI
Kegiatan 2 : Penyusunan panduan berupa buku saku penyelenggaraan upacara

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS

Tahap kegiatan;
1. Penyusunan dan
penetapan petunjuk
teknis upacara.

. Perampungan petunjuk
teknis upacara dan
pembuatan fisik buku

saku. \

3. Pen; dan

indun | Lophban fan 57 |
kej unit terkait

| owpulp‘l::iahn terkadep [0 dmple pora

pemecahan isu; Panduan | Pandun

| atau prosedur tetap

mengenai tata cara, urutan,

dan atribut dalam pelantikan
pejabat serta pengambilan
sumpsh PNS.

Keterkaitan substansi

mata pelatiban;

«  Nilai dasar ASN :

Akuntabel, kolaboratif,

Kompeten

Manajemen ASN dan

Smart ASN : Inovasi

dan digitalisasi; Dalam

kerangka Smart ASN,

penggunaan buku saku
yang mungkin juga |
berbasis digital atau
terintegrasi dengan
sistem informasi
manajemen ASN |

»




(SIMASN) dapat lebih | T
mempermudah akses
data, memonitor
pelaksanaan upacara
secara real-time, serta
minimalisir penggunaan
kertas. Ini mendukung
visi Smart ASN yang
berbasis teknologi,
transparansi, dan
inovasi dalam
pelayanan.
Kontribusi terhadap Visi-
Misi Organisasi;
Memastikan tercapainya
tujuan organisasi dalam hal
menciptakan ASN yang
profesional dan dapat
diandalkan, dengan
meminimalkan
ketidaksesuaian dalam
penyelenggaraan upacara.
Penguatan nilai
BerAKHLAK; Akuntabel,

Kolaboratif, Kompeten |

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.god

LAPORAN SINGKAT
PERENCANAAN PENYUSUNAN PANDUAN BUKU SAKU PENYELENGGARAAN
UPACARA PELANTIKAN PEJABAT DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS

Hari/Tanggal : Senin, 16 September 2025
Pukul : 08:40 WIB s/d selesai
Agenda : Konsultasi laporan aktualisasi
L Pendahuluan

gai bagian dari proses penyusunan laporan aktualisasi,

Konsultasi dilaksanakan sebag
lenggaraan

Khususnya terkait kegiatan penyusunan panduan berupa buku saku penyel
upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RIL

Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi pelaksana protokol dalam
mengatur tata upacara agar lebih tertib, seragam, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

keprotokolan yang berlaku.

Pembahasan
1. Mentor memberikan arahan mengenai struktur isi buku saku, yang meliputi:

o Landasan hukum keprotokolan;

Rundown upacara pelantikan;
Tata urutan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS;
Tugas dan peran masing-masing pihak yang terlibat MC, protokol, rohaniwan,

pejabat yang dilantik dan peserta upacara;
K Administrasi dan dokumen

.
o Layout upacara pelantikan;
« Lampiran berupa draft MC, naskah sumpah, SK, Berita Acara.

. Mentor menekankan pentingnya buku saku memiliki format ringkas, mudah dipahami,
serta dilengkapi contoh-contoh teknis (misalnya redaksi naskah sumpah/janji PNS, tata

~

letak ruangan, hingga contoh undangan).
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SEKRETARIAT JENDERAL

~~ % DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

3. Diskusi juga membahas integrasi buku saku ini dengan standar operasional prosedur

(SOP) yang berlaku, sehingga dapat dipakai sebagai panduan cepat sekaligus referensi

resmi.

Catatan/Kesimpulan

o Kegiatan penyusunan buku saku mendapatkal

n dukungan dari mentor, dengan
seperti UU Nomor 9

catatan perlu penyelarasan isi dengan regulasi yang ada,
at Jenderal

Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan peraturan internal Sekretari
DPRRI.
Buku saku diharapkan selesai tepat waktu agar dapat diuji coba pada kegiatan

upacara mendatang.
Hasil konsultasi ini menjadi dasar dalam finalisasi draft buku saku sebelum

dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan unit terkait.

Jakarta, 16 September 2025

Mentor

‘akhri/Uzai
NIP. 199605092020121003




Lampiran laporan Minggu 3

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 3

Nama : Rizka Aulia Rahmi

NIP : 200012192025062006

Unit Kerja  : Biro Protokol dan Humas / Pengelola Keprotokolan

Isu : Belum panduan upacara

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Gagasan  : Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan
Pengambilan Sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

No. Keglatan Bukti Dukung*
Q ' |

h
0
4. | Menyusun materi sosialisasi : — A |
| kepada seluruh pihak yang terlibat : mmoweaa )
dalam pelaksanaan upacara s o | R

2. | Soslalisasi buku saku kepada pihak
terkait (protokol)

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715925 LAMAN : www.dpr.go.id

3. | Pelaksanaan pelatihan dengan
cara simulasi acara pelantikan.

Link eviden kegiatan minggu ketiga
{ i uw Si_-qtvSC

Jakarta, 25 September 2025
Mengetahui,

Coach Mentor

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
NIP. 199003162018022001
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Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Rizka Aulia Rahmi

NIP +200012192025062006

Unit Kerja : Biro Protokol dan Humas

Jabatan : Pengelola Keprotokolan

Isu Kegiatan  : Belum panduan upacara pejabat

dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan 3 + Pelaksanaan sosialisasi buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan
pejabat dan sumpah PNS

ahap kegiatai

1. Menyusun materi
sosialisasi kepada [
seluruh pihak yang
terlibat dalam
pelaksanaan upacara.

. Sosialisasi buku saku
kepada pihak terkait
(protokol)

. Pelaksanaan pelatihan | Bowyal 0ARTH
dengan cara simulasi =
o [k e b

Output kegiatan terhadap n

pemecahan isu; Penyuluhan (W (h"‘h’

kepada seluruh pihak yang

terlibat, mulai dari pengurus
upacara hingga peserta.

~

w

pada prosedur yang ada.
Keterkaitan substansi
mata pelatihan;

* Nilai dasar ASN :
Akuntabel, kolaboratif,
Kompeten
Manajemen ASN dan
Smart ASN : Sosialisasi
buku saku memberikan
pedoman yang jelas dan
terstruktur tentang
bagaimana

penyelenggaraan
upacara pelantikan
pejabat dan
pengambilan sumpah
PNS seharusnya
dilakukan,
‘mengutamakan
penggunaan teknologi
untuk mempermudah
proses administrasi dan |
komunikasi. Misalnya,
digitalisasi buku saku
yang bisa diakses
melalui aplikasi mobile
atau portal pemerintah
untuk mengakses
informasi ini dengan
lebih mudah,
meningkatkan
keterlibatan dan
pemahaman terhadap
prosedur yang harus
dilaksanakan.
Kontribusi terhadap Visi-
Misi Organisasi;
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan acara di
Sekretariat Jenderal DPR RI
dengan prosedur yang jelas
dan terstandarisasi.
Penguatan nilai
BerAKHLAK; Akuntabel,
kolaboratif, Kompeten
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SEKRETARIAT JENDERAL

~=% DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.d

p=_

LAPORAN SINGKAT
PERENCANAAN PENYUSUNAN PANDUAN BUKU SAKU PENYELENGGARAAN
UPACARA PELANTIKAN PEJABAT DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Pukul : 08:40 WIB s/d selesai
Agenda : Konsultasi Iaporan aktualisasi

L Pendahuluan
Laporan Singkat ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
sosialisasi terkait Buku Saku Penyclenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan
Pengambilan Sumpah PNS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi,
memberikan pemahaman mendalam, dan memastikan seluruh pihak terkait dapat
melaksanakan prosedur upacara sesuai dengan panduan baku yang telah ditetapkan,
sehingga tercipta keseragaman dan ketertiban administrasi dalam setiap acara pelantikan
dan pengambilan sumpah.
I Pembahasan
1. Waktu dan tempat pelaksanaan
Sosialisasi dilakukan pada Jumat, 19 September 2025 di Ruang Rapat Bagian Protokol
dan Kamis, 25 September 2025 di Ruang Protokol Basement
2. Peserta
Peserta terdiri dari CASN protokol dan senior protokol yang berjumlah 30 orang.
Materi Sosialisasi
- Materi utama yang disampaikan mencakup tata tempat, perlengkapan, dan teknis

bat ds ilan sumpah PNS

w

buku saku.
Sesi pembahasan detail mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing
petugas protokol dalam persiapan dan pelaksanaan upacara.

4. Pelaksanaan Kegiatan

SEKRETARIAT JENDERAL

~~ % DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
e JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Sosialisasi berjalan lancar, peserta menunjukkan antusiasme tinggi, tercermin dan aktif
membahas tentang implementasi praktis buku saku sehingga diperoleh komitmen dari
seluruh protokol untuk segera menerapkan panduan yang ada.

M. Catatan/Kesimpulan

- Tujuan sosialisasi, yaitu penyampaian dan pemahaman Buku Saku, telah tercapai
dengan baik.

- Terdapat beberapa masukan teknis dari peserta terkait detail kecil yang memerlukan
penegasan lebih lanjut, yang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan terhadap implementasi Buku Saku.

Jakarta, 25 September 2025
Mentor
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Lampiran laporan Minggu 4

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN, JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.d

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 4

Nama : Rizka Aulia Rahmi

NIP : 200012192025062006

UnitKerja : Biro Protokol dan Humas / Pengelola Keprotokolan

Isu : Belum panduan upacara pelantik:

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Gagasan  : Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan
Pengambilan Sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPRRI.

No. Keglatan Bukti Dukung™
Survei Pemanfoatan Buku Scku J
4, | Membuat daftar pertanyaan
* | terkait buku
saku.

Menyebarkan kuisioner
2. | menggunakan whatsapp

| kepada protokol yang

mengikuti soslalisasi.

3. | Mengolah dan menganalisis
data hasil google form.

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 2
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925 LAMAN www.dpr.go.id

TATA BUSANA
| gt o P St bt O ki
S e o Tl B0 P

‘ 4. | Melakukan tindak lanjut hasil
dari analisis data.

=g
—-

Mengunggah buku saku
4. | digital ke cloud untuk
mempermudah akses
penggunaan buku saku.

Jakarta, 09 Oktober 2025
Mengetahui,

Coach Mentor

A

Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd Fakhri Uzair, S.1.Kom
NIP. 199003162018022001 NIP. 199605092020121003




Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Rizka Aulia Rahmi

NIP +200012192025062006
Unit Kerja + Biro Protokol dan Humas
Jabatan + Pengelola Keprotokolan

Isu Kegiatan  : Belum

p: panduan p

upacara p

dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan 4 : Evaluasi dan peni buku saku p

pejabat dan ilan sumpah PNS

 Catatan Ment

Tahap kegiatan;

1. Membuat daftar
pertanyaan terkait
penggunaan buku saku.

. Menyebarkan kuisioner
menggunakan google
form kepada protokol
yang mengikuti
sosialisasi.
. Mengolah dan
menganalisis data hasil
google form.
Melakukan tindak
lanjut hasil dari analisis
data.
Mengunggah buku saku
digital ke cloud untuk
mempermudah akses
penggunaan buku saku.
Output kegiatan terhadap
pemecahan isu; Panduan
yang terus diperbarui dan
disesuaikan dengan
kebutuhan serta peraturan
terbaru.
Keterkaitan substansi
mata pelatihan;

o Nilai dasar ASN :

Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, kolaboratif,

~

w

=

L

Kompeten.

* Manajemen ASN dan
Smart ASN : ; Dalam
konteks j

Analisis catatan dari rekan
kerja dan senior kemudian di
uji coba lagi pada saat
kegiatan pelantikan,
kemudian buat standar
waktu kapan daftar
persiapan harus disiapkan.

upacara

ASN, ini mendukung
tujuan untuk
menciptakan sistem
administrasi yang
terstruktur, sehingga
mengurangi kesalahan
administratif dan
mempercepat
pelaksanaan proses
pemerintahan. Smart
ASN menekankan pada
penggunaan teknologi
dan sistem informasi
untuk memfasilitasi
koordinasi antar unit
kerja, yang dalam hal
ini, buku saku yang
diperbarui dapat
terintegrasi dengan
sistem digital untuk
memudahkan
pemantauan dan
pelaporan.
Kontribusi terhadap Visi-
Misi Organisasi;
Menjamin upacara
pelantikan tetap relevan dan
efisien, selaras dengan visi
organisasi yang berbasis
pada tata kelola yang baik
dan akuntabel.RI dengan
prosedur yang jelas dan
terstandarisasi.
Penguatan nilai
BerAKHLAK; Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel,

b K t
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SEKRETARIAT JENDERAL

~~% DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 348 FAX (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
PERENCANAAN PENYUSUNAN PANDUAN BUKU SAKU PENYELENGGARAAN
UPACARA PELANTIKAN PEJABAT DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS

HariTanggal : Rabu, 09 Oktober 2025
Pukul :08:40 WIB s/d slesai
Agenda : Konsultasi laporan aktualisasi
L Pendabuluan
Kegiatan ini di " jis buku Spacw

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS. Tujuannya adalsh memastikan bahwa
panduan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan terbaru, mudah dipahami, serta dapat
jadi ktis dalam pels formal dan tertib.

pel

I Pembabasan -
Proses evaluasi dilakukan dengan b setiap bagian dalam buku saku, meliputi tata
urutan acara, naskah sumpah, susunan paniti, sert ketentuan berpakaian dan profokoler.

BKN No. 7 Tahun 2017
undang-undang yang mengatumya. Selain itu, dilakukan pembaruan redaksi agar bahasa
yang digunakan lebih efektif dan komunikatif.

L Catatan/Kesimpulan
Dari hasil evaluasi disepakati untuk isi minor pada buku saku serta
memperbaiki tats bahasa agar lebih jelas dan konsisten. Buku saku versi terbaru akan
menjadi pedoman standar dalam penyelenggarsan upacara pelantikan dan pengambilan
sumpah PNS di lingkungan instansi, schingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan
tert, khidmat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 09 Oktober 2025
Mentor

Fakhi Uzaie, 1
NIP. 199605092020121003
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FORMULIR ALAT BANTU
PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XIV TAHUN 2025

Nama : Rizka Aulia Rahmi
Nama Coach  : Risa Tiarazani, S.Pd., M.Pd
Instansi : Setjen DPR R1/ Biro Protokol dan Humas
NIP :200012192025062006
nbimbing

1 28 Agustus
2025

Revisi Rancangan
Aktualisasi dan
pembahasan
mengenai laporan
aktualisasi

Zoom Meeting

Tanda Tangan
Coach .-

Revisi rancangan
aktualisasi sesuai
dengan arahan
penguji dan hal-hal
yang diperlukan
dalam pembuatan

laporan aktualisasi

8 September
2025

Revisi Rancangan
Aktualisasi

Whatsapp

Sesuaikan dengan

saran dari penguji

pada saat seminar
rancangan
aktualisasi

w | &

3 10 September
2025

Laporan Minggu
pertama

Whatsapp

Membuat laporan
singkat setiap
kegiatan aktualisasi
dan di upload ke
gdrive

18 September
2025

Laporan Minggu
kedua

Whatsapp

Melampirkan link
grive laporan
singkat pada

laporan mingguan

5 25 September
2025

Laporan Minggu
Ketiga

Whatsapp

Melakukan simulasi
terhadap output
dan survei mini

7 Oktober
2025

o

Laporan Aktualisasi

Zoom Meeting

hal-hal yang
diperlukan dan di
lampirkan ke dalam
laporan aktualisasi

R

9 Oktober
2025

~

Laporan Minggu
Keempat

Whatsapp

Melampirkan link
grive laporan
singkat pada

laporan mingguan
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LAMPIRAN RABN

Angkatan

Nama

No. Daftar Hadir
Instansi

Nama Mentor
Jabatan Mentor

RENCANA AKSI BELA NEGARA

PESERTA PELATIHAN DASAR CASN TAHUN 2025

: XIV
: Rizka Aulia Rahmi

: Sekretariat Jenderal DPR RI
: Fakhri Uzair, S..LKom
: Penata Keprotokolan

Nilai Mentor
No. N]i‘hiBela lndikntor_sikxp Aksi Tempat Waktu Bukti Paraf Mentor
egara dan Perilaku
- Tidak
membuang Setiap
a. Menjaga tanah sampah Lingkungan hari
. dan perk t Sek iat e
1. CmmTa.na.h serta seluruh = Jenderal DPR -
Air ilayah |~ Menjaga RI dan di /
e P 4 kebersihan di ; . 1
Indonesia. tempat tinggal Setiap )
ruangan &
hari
tempat
bekerja.
- Bangga Setiap
menggunaka hari
i B P
b. Bangga 2 Sekretariat
menggunakan Jenderal
hasil  produk DPRRI
bangsa dan di
Indonesia. = Me.nggunaka.n tempat Setiap
Skincare dari tinggal hari
produk lokal
a. Menjalankan - Secila Sebelum
hak dan membeysr tenggat
v pajak sebelum
kewajiban ? waktu
Sadar g waktu tenggat. | Lingkungan
o arg. - Melaksanakan Sekretariat
Berbangsa negara  sesuai 3
2. kegiatan latsar | Jenderal DPR
dan dengan 2
dan RI dan di
Bemnegara peraturan  dan ; % Selama
mengerjakan tempat tinggal
perundang- Latsar
tugas yang
undangan yang
berlaku el
= diberikan.
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- Bergabung
dalam Paduan Seti
suara KORPRI ;"a_p
s ari
b. Berpartisipasi Setjen DPR e
aktif dalam RL ingkungan
oreaiisass Sekretariat
kemasyarakatan, |- Berpartisipasi Jev;:le‘;al 2PR
profesi maupun sebagai 4 ta'_' ! i
politik. protokol dalam empat tingga Setiap ada
pelantikan upacara
pejabat di pelantikan
Sekjen DPR
RI
- Melaksanakan
sholat 5 waktu Setiap
i d 3 hari
Setia Pada |a. Mengamalkan :es::; i:l:%:n Lingkungan L
Pancasila | nilai-nilai 8 " | Sekretariat
sebagai pancasila dalam Jenderal DPR
Ideologi kehidupan Melakukan RI dar.l di
Negara sehari-hari. musyawarah tempat tinggal
mufakat agar Setiap
tercapai tujuan Hari
yang
- Menjaga
kerukunan Setiap
jadi hari
b. Men_‘ac.lllkan ::nian rekan Tingkingan
pa;acasx : g Sekretariat
sebagai
seinersati - Menjunjung Jenderal D?R
bangsa diin tinggi toleransi RI d‘“_‘ di
isgars umat tempat tinggal Setiap
beragama, ras Hari
dan suku
bangsa.
- Melaksanakan
Becsidia Piket Setiap
a. Bersedi 2 %
Rela mengorbankan e gacwa
8 Protokol DPR | piket
Berkorban waktu, tenaga RI Lingkungan
untuk dan pikiran M.l T Sekretariat
Bangsa dan untuk kemajuan | e Jenderal DPR 2
8 b Yy d Latsar dan Setiap
Negara g e tugas yang tugas
negams diberikan oleh latsar
pimpinan.
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- Membeli Setiap
b B L. makanan di tidak
? al?;amslp:s: pujasera Lingkungan | membawa
: aam kantor. Sekretariat bekal
pembangunan Jeideral DPR
masy t, enderal ;
RI dan di
bangsa dan ”
- Membantu tempat tinggal
negara
teman Seti
mengerjakan 5 Iép
g hari
tugas di luar
jam kerja
-
0 P hari
hari
Lingkungan
Kemampuan |a. Senantiasa Sekretariat
Awal Bela memelihara jiwa Jenderal DPR
Negara dan raga - Menjaga pola RI dan di
hidup sehat rumsh Setiap
dari pola hari
makan sehat
- Jalan kaki o
mulai 2.000 — Setiap )
4.000 langkah Li hari .’I (T II
setiap harinya ingkungan Dere—
Sekretariat — -
b. Gemar P
berolshraga Jenderal DPR e——
RI dan di
rumah
- Gym3x dalam Seminggu
seminggu. 3x
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